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KATA PENGANTAR PENERBIT 

 

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan 

dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri processing berbasis 

sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga 

menerbitkan buku dengan judul Sejarah Pengaturan Konsesi. 

Dimensi sosio-ekonomi suatu negara yang diatur berdasarkan 

supremasi hukum berarti bahwa negara atau pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk mencapai dan melindungi kesejahteraan sosial, dengan 

tujuan memakmurkan rakyat. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa 

pemerintah tidak hanya sekadar melaksanakan tugas pemerintahan 

(menjaga kepentingan umum), tetapi juga harus melaksanakan dan 

mencapai kesejahteraan umum sebagai tujuan negara sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kondisi ekonomi kacau diwariskan oleh masa Soekarno ketika konsesi 

secara normatif dihapuskan, namun sentimen nasionalis (anti-feodal) terus 

bergema. Pada masa Soeharto, istilah konsesi tidak lagi digunakan dalam 

terminologi normatif, namun secara konseptual konsesi masih digunakan 

dengan istilah yang berbeda seperti kuasa pertambangan, kontrak karya, 

HPH, HPHH dan lain-lain. 

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada 

penulis, Dr. Grace Sharon S.H., M.H., yang telah memberikan 

kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku 

ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu 

berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta 

mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah 

air. 

 

Hormat Kami, 

 

Penerbit Deepublish 
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MOTTO HIDUP 

 

―We are all visitors to this time, this place. We are just passing through.  

Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love…  

and then we return home‖ 
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RINGKASAN 

KONSESI SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK 

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi saat ini semakin pesat. 

Filosofi ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan layanan 

utilitas publik, kepemilikan tanah, dan penggunaan konvensional di 

Indonesia semuanya sangat terbelakang. Faktanya, dinamika kegiatan 

ekonomi dalam masyarakat dan hubungan hukum yang ada dalam 

masyarakat seringkali mendahului dan menyimpang dari aturan normatif 

yang ada. 

Dimensi sosio-ekonomi suatu negara yang diatur berdasarkan 

supremasi hukum berarti bahwa negara atau pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk mencapai dan melindungi kesejahteraan sosial, dengan 

tujuan akhir adalah ―sebesar-besarnya kemakmuran rakyat‖. Pengertian 

tersebut mengandung arti bahwa pemerintah tidak hanya sekadar 

melaksanakan tugas pemerintahan (menjaga kepentingan umum), tetapi 

juga harus melaksanakan dan mencapai kesejahteraan umum sebagai 

tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan serta terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicapai 

melalui upaya pembangunan perekonomian nasional yang menyangkut 

perekonomian, sumber daya alam, dan pada akhirnya tercapainya 

kesejahteraan umum serta menjadi bagian dari pembangunan nasional. 

Peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

kebijakan sosial ekonomi dan mencapai pembangunan nasional. 

Penulis menjelaskan pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, 

sektor produksi yang dilakukan pemerintah dengan memahami tindakan-

tindakan yang dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yang pada 

akhirnya digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disebut 

dengan konsesi sebagai bagian dari perizinan (izin dalam arti luas) dan 

secara posisi setara dengan definisi izin yang dipahami sebagai bentuk 
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keputusan yang spesifik, individual, dan final (lebih dikenal sebagai bagian 

dari perilaku Pemerintah bersegi satu atau eenzijdige publiekrechtelijke 

rechtshandelingen), namun konsesi mempunyai ciri khas sebagai bentuk 

tindakan pemerintah dalam lingkup hukum publik bilateral (meerzijdige 

publiekrechtelijke rechtshandelingen). Saat ini, Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara normatif 

mengatur pengertian konsesi dan memperlakukannya sebagai bentuk 

pengambilan keputusan administratif nasional, namun pada kenyataannya 

diatur di beberapa departemen manajemen dan pengadaan fasilitas umum 

sebagai bentuk kerja sama dan berkaitan erat dengan hukum privat. Untuk 

itu, penulis melakukan kajian untuk menyoroti karakteristik konsesi, antara 

lain sebagai bentuk kerja sama dan tindakan pemerintah berupa keputusan 

atau penetapan dari segi hukum, baik sebagai kerja sama maupun bentuk 

perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah tersebut berupa keputusan 

sehingga konsesi tidak lepas dari asas-asas hukum umum dan asas-asas 

hukum khusus (seperti asas-asas hukum kontrak atau asas-asas hukum 

yang menjadi dasar tindakan pokok pemerintah). Penulis berpendapat 

bahwa konsesi dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi tanggung 

jawab negara atau pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional. 

Dalam kajian ini, terdapat dua pokok permasalahan yang dapat 

dijadikan rujukan, yaitu ratio legis pengaturan konsesi dalam UU 

Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 dan konstruksi (Ius 

Constituendum) model konsesi berdimensi keadilan untuk menjelaskan 

permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan penulis meliputi 

pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. 

Pendekatan dilakukan dengan memahami latar belakang pengaturan 

konsesi di Indonesia melalui penelusuran sejarah. Penulis menemukan 

bahwa pada masa Indonesia sebelum kemerdekaan, sudah dikenal adanya 

konsesi dan terdapat beragam pengaturan mengenai konsesi. Pada masa 

itu, pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah akta konsesi yang 

berlaku pada tahun 18771892. Pengertian konsesi mengalami pasang 

surut politik hukum dari tiap-tiap masa Pemerintahan Hindia Belanda 

(masa BR, RR, sampai penerapan IS) hingga masa Indonesia merdeka 

dengan pembagian menurut era kepemimpinan dalam Pemerintahan 
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Indonesia yang dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan hukum yang di 

ambil dari setiap masa kepemimpinan, khususnya kebijakan dalam bidang 

perekonomian dan pembangunan. Dari pendekatan sejarah terlihat bahwa 

konsesi sebagai salah satu bentuk kerja sama bukanlah suatu konsep yang 

baru, masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep konsesi pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda, di awal kemerdekaan konsep konsesi 

bertolak belakang dengan esensi bangsa Indonesia. Hal ini dapat 

dimaklumi karena konsesi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda 

pada saat itu bersifat eksploitatif, feodalistik, dan tidak jarang manipulatif. 

Dengan demikian, konsep kerja sama merupakan konsep yang agak lama 

yang tidak dilahirkan oleh masyarakat Indonesia tetapi sudah ada akibat 

proses asimilasi masyarakat Indonesia pada saat belum merdeka 

(perspektif sejarah). 

Kondisi ekonomi kacau diwariskan oleh masa Soekarno ketika 

konsesi secara normatif dihapuskan, namun sentimen nasionalis (anti-

feodal) terus bergema. Pada masa Soeharto, istilah konsesi tidak lagi 

digunakan dalam terminologi normatif, namun secara konseptual konsesi 

masih digunakan dengan istilah yang berbeda seperti kuasa pertambangan, 

kontrak karya, HPH, HPHH dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan gambaran 

jelas ekonomi yang diharapkan dari era Soeharto yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 

Pihak swasta/privat/partikelir terus terlibat dalam kegiatan usaha yang 

besar dan penting serta terus mengalami tarik ulur hingga era saat ini (era 

Jokowi Widodo). Penggunaan konsesi kembali bergema pada tataran 

normatif peraturan perundang-undangan Indonesia pada era pemerintahan 

SBY sampai sekarang. 

Selain pendekatan historis terhadap perjanjian konsesi yang telah 

dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pendekatan konseptual terhadap 

konsesi dan pendekatan perundang-undangan melengkapi pembahasan 

mengenai rasio perundang-undangan dalam perjanjian konsesi dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dari concept approach dan 

statute approach, konsesi dipahami sebagai bentuk kerja sama antara 

pemerintah dan badan usaha swasta, namun memiliki komponen hukum 

publik yang kuat, karena ada pengelolaan kepentingan publik (juga terkait 

dengan konsep sovereignty) di mana penguasaan negara dikonkretkan 
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dalam bentuk keputusan atau peraturan izin. Penulis menguraikan asas-

asas hukum yang terkandung dalam bentuk dan pemberian konsesi, antara 

lain: asas musyawarah mufakat, asas itikad baik, asas kebebasan 

berkontrak, asas proporsionalitas, asas negara hukum, asas kewenangan 

publik, serta asas presumptio iustae causa (setiap keputusan yang 

dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara atau pemerintahan 

dianggap sah menurut hukum). 

Saat ini, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 

30 Tahun 2014 sudah diatur mengenai konsesi, namun jika dilihat dari 

kajian penulis mengenai hubungan kerja sama antara pemerintah dan 

badan usaha, konsesi belum dibakukan dalam aturan pelaksanaannya. 

Secara sektoral, konsesi diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perkeretaapian dengan istilah perjanjian konsesi dan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Konsesi 

dan Kerja Sama melalui Mekanisme Pelelangan, peraturan menteri ini 

hanya mengatur mengenai penerapan konsesi di bidang pelabuhan serta 

alur-pelayaran di laut dan bangunan dan/atau instalasi di perairan saja, jika 

disandingkan dengan negara-negara seperti Filipina, Turki, Uni Eropa, dan 

Inggris terdapat perbedaan karena pengaturan konsesi baik di Negara 

Filipina, Turki, maupun Uni Eropa (Directive 2014/23/EU maupun 

Statutory Instruments 2016 No. 273) terdapat pada tingkatan umum, bukan 

teknis setingkat peraturan menteri yang bersifat sektoral. Agar konsesi 

dapat berfungsi, pengaturan yang ada sekarang tidak dapat memenuhinya. 

Dalam konstruksi hukum (ius constituendum) konsesi masa depan 

sebagai alat pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi 

yang diatur dalam UUD 1945, penulis menyajikan pembahasan mengenai 

konstruksi model konsesi yang berdimensi keadilan. Konstruksi model 

pemberian konsesi harus dilihat dari sudut pandang keadilan, sebagai 

bentuk jaminan kepastian hukum, kemudian diperkuat dengan asas hukum 

pemberian konsesi oleh negara yang meliputi: asas menguasai dari negara, 

prinsip konsesi sebagai bentuk kerja sama yang memiliki kekhususan 

terkait kedudukan para pihak (pemerintah dan badan usaha swasta). Oleh 

karena itu, tipikal perjanjian konsesi yang berbentuk kontrak keterikatan 

memuat aspek hukum publik yang mencerminkan kewenangan pemerintah 



 

6          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

sehingga lekat dengan asas konsesi sebagai suatu bentuk izin. Untuk 

menemukan dan memperkuat argumen penulis serta menguraikan 

konstruksi model konsesi yang berdimensi keadilan, penulis 

membandingkan pengalaman sukses penerapan konsesi di beberapa 

negara, seperti Peru, Filipina, dan Turki. Peru memulai kerja sama 

pemerintah-swasta dalam bentuk privatisasi, namun hasilnya tidak sesuai 

harapan hingga memilih konsesi sebagai bentuk kerja sama antara 

pemerintah dan swasta untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Peru telah berhasil menerapkan konsesi di sektor telekomunikasi dan 

ketenagalistrikan. Filipina juga merupakan salah satu negara Asia 

Tenggara yang berhasil menerapkan kemitraan antara pemerintah dan 

swasta berdasarkan Proclamation No. 50 of 1986 dan Executive Order No. 

5. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerja sama antara pemerintah dan 

swasta telah menjadi poros perekonomian Filipina saat ini. Negara terakhir 

yang dapat dibandingkan adalah Turki karena konsesi diatur dan 

bersinggungan dengan hukum administratif dan memiliki pengaturan 

yurisdiksi dari Danistay yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 

4446 tahun 1999. Pengaturan di Turki serupa dengan pengaturan konsesi 

yang ada di Indonesia saat ini dan dapat menjelaskan persinggungan 

konsep konsesi dalam hukum publik. 

Penulis berpendapat bahwa regulasi sektoral atau standar konsesi 

perlu diubah. Hal ini yang penulis kemukakan ketika membahas tentang 

konstruksi model konsesi yang berdimensi keadilan sehingga dapat 

berperan penting dalam mencapai pembangunan nasional. Peraturan 

terbaru perundang-undangan terkait konsesi ke depannya akan tetap 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005–2025; 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025; 
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d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia 2011–2025; 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020–2024; 

 

MP3EI fokus pada pengembangan 8 proyek besar seperti pertanian, 

pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika serta 

pengembangan kawasan strategis sehingga penggunaan konsesi pada 

proyek-proyek besar tersebut bukanlah hal yang mustahil dengan konsep 

dari konsesi itu sendiri sebagai pertama adalah pemberian hak yang 

bersifat eksklusif (khusus) yang dilakukan oleh pemerintah agar 

pemerintah memperoleh manfaat dari pemberian hak tersebut. Kedua 

konsesi merupakan suatu bentuk kerja sama pemerintah yang dijabarkan 

sebagai perjanjian. Ketiga konsesi merupakan suatu bentuk penguasaan 

negara, mendorong tanggung jawab negara untuk melakukan pengelolaan 

yang diwujudkan dalam tindakan administratif, salah satunya bersifat 

normatif berupa ―izin‖. Keempat, kelonggaran yang digunakan untuk 

mengelola perusahaan besar selalu terkait dengan ―menguasai dari negara‖ 

serta ―pelayanan publik‖. Bank Dunia menjadi salah satu referensi yang 

digunakan oleh penulis dan memberikan literatur yang cukup lengkap 

mengenai konsesi kemitraan antara pemerintah dan badan usaha swasta, 

yang saat ini memungkinkan konsesi berfungsi pada sektor-sektor penting 

di luar yang diatur dalam MP3EI, seperti: distribusi air, transmisi dan 

distribusi daya, transmisi dan distribusi gas (berlawanan dengan ritel gas), 

infrastruktur kereta api (rel dan stasiun), jalan, daya, produksi gas, pasokan 

eceran gas dan listrik, telekomunikasi jarak jauh atau seluler, serta layanan 

kereta api. Sedangkan bentuk kerja sama konsesi dapat dipilih dengan 

mengacu pada klasifikasinya, yaitu bentuk kontrak manajemen dengan 

bonus (management contracts with incentive payments), bentuk sewa 

(leases), atau bentuk konsesi murni (Pure concessions) yang lebih di kenal 

dengan Build Operate Transfer (BOT) dan Rehabilitate Operate Transfer 

(ROT). 
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Pemutakhiran peraturan mengenai konsesi harus dilakukan pada 

tingkat umum (bukan pada tingkat sektoral seperti yang terjadi saat ini). 

Secara konseptual, pengaturan konsesi dapat dilakukan dengan mengacu 

pada peraturan sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 

Tentang kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur 

d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 5 

Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Konsesi dan Kerja Sama 

Melalui Mekanisme Pelelangan 

e. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

 

Peraturan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperbarui 

pengaturan konsesi dalam bentuk kerja sama dan konsep pemberian izin, 

dengan tetap berlandaskan pada asas-asas hukum yang mendasari 

pemberian konsesi sehingga mewujudkan dimensi keadilan. Terkait 

dengan kelonggaran bentuk-bentuk kerja sama yang belum sepenuhnya 

diatur dalam peraturan di atas, penulis mengemukakan acuan dasar yang 

perlu diatur sebagai ketentuan standar minimal yang tentunya harus 

memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama 

antara pemerintah dan badan usaha swasta, yaitu: 

• Alokasi tanggung jawab  

• Penetapan harga  

• Penyesuaian harga  
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• Tujuan khusus yang ingin dicapai  

• Insentif dan Penalti  

• Hak keamanan publik  

• Durasi, pemberhentian serta kompensasi 

• Force Majeure (keadaan kahar) atau perubahan yang tidak terduga  

• Penyelesaian Masalah 

  



 

10          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

DAFTAR PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 
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Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4380) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 Tentang 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
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12          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  
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Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan 

Infrastruktur 
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Indonesia 20112025 



 

  Menapak Jejak Pengaturan Konsesi Di Indonesia          13 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia 20112025 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62) 
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Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda 

yang ada di Atasnya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang 

Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan 

Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor Peraturan Menteri 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi dan 

Bentuk Kerja Sama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha 

di Bidang Perkeretaapian Umum, Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 774 

  



 

14          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

DAFTAR PUTUSAN 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat 

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, 

Terbit Hari Selasa Tanggal 21 Desember 2004 Tentang pengujian 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Mengenai Uji 

Materiel Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 

dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 terhadap Perkara PT 

Kawasan Berikat Nusantara (PERSERO) vs PT Karya Citra 

Nusantara 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI 

Tanggal 10 Januari 2019 terhadap Perkara PT Kawasan Berikat 

Nusantara (PERSERO) vs PT Karya Citra Nusantara (Tergugat I), 

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) 

Kelas V Marunda (Tergugat II), PT. Karya Teknik Utama (Turut 

Tergugat). 

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr 

Tanggal 9 Agustus 2018 terhadap Perkara PT Kawasan Berikat 

Nusantara (PERSERO) vs PT Karya Citra Nusantara (Tergugat I), 

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) 

Kelas V Marunda (Tergugat II), PT. Karya Teknik Utama (Turut 

Tergugat). 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/TUN/2020 Tanggal 8 Desember 

2020 terhadap Perkara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia 

vs Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 



 

  Menapak Jejak Pengaturan Konsesi Di Indonesia          15 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 

141/B/2020/PT.TUN.JKT, Tanggal 8 Juni 2020 terhadap Perkara 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia vs 

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

181/G/2019/PTUN.JKT, Tanggal 20 Februari 2020 terhadap Perkara 

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia vs Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 Tanggal 13 

November 2000 atas Kasus PT. Mandala Citra Umbulan vs 

Gubernur Jawa Timur 

  



 

16          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

BAB 1 

PROLOG: MENGENAL KONSESI DALAM 

PENERAPANNYA DI INDONESIA 

 

A. Peran Konsesi dalam Pemerintahan 

Buku ini dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai semakin 

pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat saat ini. Konsep 

ekonomi
1
, kepemilikan dan penggunaan tanah

2
, pengelolaan sumber daya 

alam, serta penyediaan layanan dan fasilitas umum konvensional
3
 sudah 

sangat terbelakang. Faktanya, dinamika kegiatan ekonomi dan hubungan 

hukum dalam masyarakat saat ini berkembang pesat, seringkali 

meninggalkan atau mendahului aturan-aturan normatif. 

Dimensi sosial ekonomi negara berdasarkan hukum memuat 

kewajiban negara atau pemerintah untuk mencapai dan menjamin 

kesejahteraan sosial, dengan tujuan akhir adalah ―sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat‖, di Indonesia hal tersebut berarti ―asas keadilan sosial 

untuk seluruh rakyat Indonesia‖. Paham inilah yang menjadi landasan 

negara kesejahteraan Indonesia. Tentu saja pengertian ini berarti bahwa 

pemerintah tidak hanya harus melaksanakan tugas pemerintahan (menjaga 

kepentingan umum), tetapi juga harus melaksanakan dan mencapai 

kesejahteraan universal sebagai tujuan negara sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis 

                                                           
1 Nancy H. Chau, and Ravi Kanbur, ―The Past, Present and Future of Economic‖, 

Development Open Mind: BBVA’s knowledge community, 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-present-and-future-of-economic-

development/ 
2 R.W. McDowell, T. Snelder, S. Harris, L. Lilburne, S.T. Larned, M. Scarsbrook, A. 

Curtis, B. Holgate, J. Phillips, K. Taylor, ―The land use suitability concept: Introduction 

and an application of the concept to inform sustainable productivity within environmental 

constraints‖,Ecological Indicators,Volume 91,2018,Pages 212–219,ISSN 1470-160X, 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.067. 
3 Joe Mariani William D. Eggers Bruce Chew John O'Leary, ―A new age of government 

service delivery‖, Deloitte Insight, 15 February 2021, 

https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/public-sector/new-technology-new-

model-public-service-delivery.html 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-present-and-future-of-economic-development/
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-present-and-future-of-economic-development/
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/public-sector/new-technology-new-model-public-service-delivery.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/public-sector/new-technology-new-model-public-service-delivery.html
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berpendapat bahwa pada tahun 1945 terselenggaranya dan terwujudnya 

kesejahteraan umum sebagai tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 

RI dicapai melalui upaya pembangunan perekonomian nasional, yang 

mengacu pada isi UUD 1945 tentang pengelolaan perekonomian dan 

sumber daya alam yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat, sektor produksi. Peraturan perundang-undangan 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan sosial ekonomi. 

Instrumen hukum mempunyai kekuatan hukum karena ada sanksi dalam 

pelaksanaannya. 

Penulis menjelaskan proses di mana pemerintah mewujudkan, 

mengelola, dan memberikan kemaslahatan umum yang dikaji dalam buku 

ini dengan memahami tindakan-tindakan yang termasuk dalam bidang 

hukum administrasi negara, salah satunya berupa perizinan. Konsesi 

dikatakan sebagai bagian dari izin (izin dalam arti luas) dan setara dengan 

pengertian izin yang dipahami sebagai suatu bentuk keputusan yang 

konkret, bersifat pribadi, dan final (yang lebih dikenal sebagai bagian dari 

perbuatan Pemerintah bersegi satu atau eenzijdige publiekrechtelijke 

rechtshandelingen). Konsesi juga mempunyai ciri khas sebagai bentuk 

tindakan pemerintah dalam lingkup hukum publik bersegi dua (meerzijdige 

publiekrechtelijke rechtshandelingen)
4
. Sebagai alat, konsesi sebagai izin 

berfungsi sebagai garda depan instrumen hukum yang menjadi pedoman, 

perwujudan arsitek masyarakat adil dan makmur. Kajian ini mengusulkan 

tentang karakteristik konsesi dan pemanfaatannya untuk mencapai 

pembangunan nasional di Indonesia dan memenuhi tanggung jawab negara 

atau pemerintah dalam mencapai kepentingan umum. 

Pengertian konsesi secara normatif di Indonesia terdapat pada Pasal 

1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa konsesi adalah sebagai bentuk 

Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan 

selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas 

                                                           
4 Muhammad Adiguna Bimasakti, ―Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi 

Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah‖, PTUN-Makassar, 

Jum'at, 26 Nopember 2021 Jam 10:48 WITA, https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-

dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-

pemerintah/ 



 

18          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penulis mendapatkan pengertian konsesi secara umum dari 

Merriam-Webster Dictionary tentang etimologi, definisi dan pengertian 

dari konsesi:
5
 

 History and Etymology for concession: Middle English concessyon, 

from Anglo-French concessioun, from Latin concession-, concession 

from concedere to concede. 

 Definition of Concession: first, the act or an instance of conceding 

(as by granting something as a right, accepting something as true, 

or acknowledging defeat); second, the admitting of a point claimed 

in argument. 

 Meanings of Concession: Concession carries two very distinct 

meanings in English. It is commonly used to indicate something that 

has been conceded (as when the politician who loses a race gives a 

concession speech, or when someone makes a concession in an 

argument). In a completely different context, the word maybe be 

found in the phrase concession stand. Where does this last use come 

from? Were concession stands originally set up to settle arguments 

or elections? Hardly. The concession in concession stand denotes 

―a usually exclusive right to undertake and profit by a specified 

activity.‖ The phrase is first recorded in a classified ad seeking 

someone to work at a booth at the 1893 Chicago World’s Fair.
6
 

 

Dalam Black Law Dictionary, konsesi dimaknai sebagai ―A 

government grant for specific privileges… A contract in which a country 

transfers some rights to a foreign enterprise, which then engages in an 

activity (such asmining) contingent on state approval and subject to the 

terms of the contract‖
7
 

                                                           
5 https://www.merriam-webster.com/dictionary/concession#note-1 
6 Dalam Pameran Chicago World fair tahun 1983 yang bersifat komersial, konsesi dapat 

dipahami sebagai hak eksklusif untuk melakukan dan mendapat keuntungan dari kegiatan 

atau aktivitas tertentu. 
7 Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary, 11th Edition (BLACK'S LAW DICTIONARY 

(STANDARD EDITION) 11th Edition, (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2014) hlm 995. 

Terjemahan bebas: konsesi adalah hibah pemerintah untuk hak-hak yang istimewa… 
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Konsesi dalam studi yang dilakukan oleh Kersten, G.E., Vahidov, 

R., dan Gimon dipahami sebagai pemberian sesuatu yang bernilai. Ada dua 

istilah berbeda yang berkaitan dengan pengertian konsesi, yaitu 

―pembuatan konsesi‖ yang menggambarkan suatu kegiatan, yang berarti 

suatu perjanjian atau kegiatan serta makna ―konsesi‖ yang 

menggambarkan suatu kegiatan yang dapat diukur dalam bentuk nilai yang 

diberikan berupa kewenangan.
8
 Jeffrey Delmon menyebut konsesi tersebut 

merupakan salah satu bentuk Public Private Partnership (PPP),
9
 atau di 

Indonesia dipahami sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha 

(KPBU), yang kerja sama dituangkan dalam perjanjian.
10

 

Menurut Jeffrey Delmon, perjanjian konsesi disebut dengan 

perjanjian pelaksana. Isi perjanjian konsesi tersebut mengacu pada 

pemberian serangkaian hak oleh pemerintah (the grantor) kepada pihak 

swasta untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur (bertujuan 

untuk menyediakan pelayanan publik), penting bagi perjanjian konsesi 

untuk menentukan durasi pelaksanaannya.
11

 Jeffrey Dalmon lebih lanjut 

menjelaskan bahwa struktur kontrak yang dibuat pemerintah dapat terdiri 

dari beberapa perjanjian pemasok atau sub-sub perjanjian (supply and 

extent agreement) seperti: 

1. Increditor agreement 

                                                                                                                                     
penjelasan lebih lanjut konsesi sebagai sebuah kontrak di mana suatu negara mengalihkan 

beberapa hak kepada perusahaan asing, yang kemudian terlibat dalam suatu kegiatan 

(seperti pertambangan) bergantung pada persetujuan negara dan tunduk pada persyaratan 

kontrak. 
8 Kersten, G. E., Vahidov, R., & Gimon, D. ―Concession-making in multi-attribute auctions 

and multi-bilateralnegotiations: Theory and experiments‖. Electronic Commerce Research 

and Applications, 12(3), (2013), 166–180. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.02.002. 
9 Kemunculan konsep PPP diterangkan oleh Luis A. Andrés, J. Luis Guasch, Thomas 

Haven, and Vivien Foster, ―The Impact of Private Sector Participation in Infrastructure 

Lights, Shadows, and the Road Ahead‖, (Washington DC: The World Bank, 2008), hlm 1-

4. Luis A. Andrés mengungkapkan Infrastructure plays a critical role in fostering growth 

and productivity and reducing poverty and inequality. Numerous studies have found a 

positive economic and social impact of infrastructure, especially in developing 

countries……. The 1990s were characterized by a massive policy redirection toward 

private participation in infrastructure (PPI). This is reflected the disappointment within 

effective state-operated utilities, the promise of private funding, and the greater flexibility 

offered by technological change and regulatory changes. 
10 Jeffrey Delmon, Public and Private Partnership Project in Infrastructure: An Essential 

Guide for Policy Maker. (USA: Cambridge University Press, 2011), hlm 118-123  
11 Ibid., hlm 119 

https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.02.002
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2. Support and financing agreement 

3. Lending agreement 

4. Concession agreement 

5. Offtake purchase agreement 

6. Shareholder agreement 

7. Construction contract 

8. Input supply agreement 

9. Operation and Management agreement (O&M agreement) 

 

Pernyataan Bank Dunia mengenai perbedaan penggunaan istilah 

konsesi tidak lepas dari pengertian konsesi yang umum digunakan di 

negara-negara civil law seperti Indonesia. Hal ini karena di negara-negara 

common law konsep konsesi ini disebut dengan proyek BOT (Build, 

Operate, Transfer).
12

 Perbedaan terminologi kedua sistem hukum
13

 

tersebut pertama-tama dapat dipahami dari keberadaan hukum administrasi 

pada keduanya. Mengenai keterkaitan dan perbedaan antara konsep 

rechtstaat (merujuk pada Civil Law System atau Eropa Kontinental) 

dengan konsep rule of law (merujuk pada Common Law System atau Anglo 

Saxon), Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa 

 ―Konsep rechtstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang 

dikenal dengan ―civil law‖ atau ―hukum Romawi modern‖, sedangkan 

konsep rule of law bertumpu pada sistem yang dikenal dengan ―common 

law‖. Civil law memiliki karakteristik administratif, sedangkan common 

law memiliki karakteristik judicial. Perbedaan karakteristik ini lebih 

disebabkan oleh konteks daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, 

kekuasaan raja yang menonjol adalah membuat peraturan melalui dekrit. 

Kekuasaan ini kemudian dilimpahkan kepada pejabat administratif yang 

memberikan saran tertulis kepada hakim tentang cara memutuskan suatu 

                                                           
12 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-

dbos#BOT_projects 
13 Di negara-negara Common Law konsesi disamakan dengan sebuah bentuk kesepakatan 

atau perjanjian karena common law tidak melekat erat kepada hukum administratif yang 

membawa konsekuensi klasifikasi tindakan Pemerintah maupun klasifikasi izin dalam arti 

luas (izin, lisensi, dispensasi, dan konsesi) maupun sempit (izin). Dan ciri khas dari 

common law melihat kedudukan yang sama antara rakyat dengan Pejabat yang dikenal 

dengan asas equality before the law.  

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos#BOT_projects
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos#BOT_projects
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sengketa. Dengan fungsi administrasi yang begitu luas maka tidak heran 

jika dalam sistem kontinental muncul cabang hukum baru, yaitu ―droit 

administratif‖, dan hakikat droit administratif adalah hubungan antara 

administrasi dan rakyat. Di kontinen, tindakan-tindakan sedang 

dipertimbangkan untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (Hukum 

Administrasi dan Peradilan Administrasi).‖
14

 

Berkaitan dengan unsur equality before the law dalam rule of law 

yang memperlakukan pejabat dan warga negara secara setara maka Hukum 

Administrasi Negara sebagai hukum yang secara khusus mengatur 

hubungan antara pemerintah dan warga negara masih asing bagi 

masyarakat Inggris. Dalam konteks ini, A.V. Dicey berkata: ―In England 

we know nothing of administrative law, and we wish to know nothing‖.
15

 

Pada abad ke-19, terinspirasi oleh Immanuel Kant, gagasan negara 

hukum (rechtstaat) yang dikemukakan oleh F.J. Starr muncul dengan lebih 

jelas. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) adalah 

sebagai berikut: 

a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
16

 

 

Sedangkan pada wilayah Anglosaxon, juga dikenal konsep negara 

hukum (Rule of Law) yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, dengan unsur-

unsur sebagai berikut: 

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law); tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitary power) dalam arti 

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; 

b. Setiap orang sama di depan hukum (equality before the law). Dalil 

ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan 

c. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum (di negara lain oleh undang-

undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. 
17

 

                                                           
14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm 73. 
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2011), hlm 4. 
16 Philipus M. Hadjon, Op., cit. hlm 76-82. 
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Penulis berpendapat bahwa minimnya literatur mengenai konsesi 

sebagai salah satu bentuk perizinan dan sering disamakan dengan 

pengertian perjanjian BOT juga disebabkan oleh dampak dari perbedaan 

hukum administrasi antara kedua sistem hukum tersebut. Penulis berharap 

melalui kajian ini, mampu menguraikan gambaran tentang karakteristik 

konsesi yang diimplementasikan di Indonesia. 

Di Indonesia, konsesi dipahami dengan berbagai cara, mengacu 

pada beberapa pendapat ahli Hukum Administrasi Negara atau Hukum 

Tata Pemerintahan di Indonesia. Konsesi merupakan izin apabila swasta 

berdamai dengan pemerintah untuk melakukan beberapa bagian dari 

pekerjaan pemerintah.
18

 H.D. Van Wijk berpendapat bentuk konsesi 

tersebut terutama digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan kepentingan umum, yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah 

sendiri sehingga pemerintah menyerahkannya kepada perusahaan swasta.
19

 

Tidak seperti inisiatif, Utrecht percaya bahwa kadang-kadang tindakan 

yang dianggap oleh otoritas pengatur sebagai kepentingan publik dapat 

dilakukan oleh subjek hukum swasta dengan baik. Namun, dengan 

intervensi pemerintah, keputusan administratif negara yang mengizinkan 

individu untuk melakukan tindakan tersebut mengandung konsesi.
20

 Secara 

umum pengertian konsesi terdapat pada Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
21

 yang 

menyatakan bahwa pengertian konsesi adalah sebagai suatu bentuk 

keputusan pejabat pemerintah yang berwenang yang disetujui sebagai 

suatu perjanjian badan dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan 

pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam serta pengelolaan 

lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Status konsesi ini 

                                                                                                                                     
17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982) hlm 58. 
18 Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) 

hlm 63. 
19 Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Negara di Indonesia. (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2002), hlm 72. 
20 Ridwan, HR, Op.Cit., hlm 63. 
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang diubah dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573). 
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sejajar dengan arti perizinan dan dispensasi.
22

 Sejak diberlakukannya UU 

Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014, sebenarnya belum ada 

rincian pelaksanaan lebih lanjut mengenai konsesi, serta belum ada 

standarisasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah ―pengelolaan 

lainnya dengan ketentuan perundang-undangan‖
23

, namun kenyataannya 

konsesi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di berbagai sektor 

dengan istilah "perjanjian konsesi" digunakan untuk merujuk pada 

                                                           
22 Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengertian izin, konsesi, serta dispensasi diartikan sebagai 

keputusan pejabat pemerintahan. Pemahaman izin dan dispensasi adalah sebuah 

keputusan Pejabat Pemerintahan atas permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat, 

sedangkan konsesi adalah sebuah keputusan Pejabat Pemerintahan atas persetujuan dari 

sebuah kesepakatan.  
23 Dengan melakukan perbandingan penerapan konsesi di negara lain, perluasan penerapan 

konsesi tidak hanya untuk ―pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam‖ 

dalam arti sempit atau konvensional namun diberlakukan juga untuk ―pengelolaan lainnya 

dengan ketentuan perundang-undangan‖. Lihat dalam Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi 

Ekonomi, (Jakarta: Kompas, 2010) hlm 280–282. 

Seperti penerapan konsesi yang memberikan benefit langsung berupa potongan harga 

dengan menggunakan kartu transportasi umum oleh setiap warga negara Singapura (di 

Jakarta berlaku seperti JAK CARD) kepada masyarakat pengguna transportasi umum di 

Singapore, lihat kepada artikel yang di publikasikan oleh Pemerintah Singapura 

―Concessions for everyone–making discounts count‖ pada tanggal 24 Febuari 2020 sumber: 

https://www.gov.sg/article/concessions-for-everyone). Sudut pandang lain datang dari 

UNESCAP dalam memberikan pemahaman dari ―PPP Concept, Benefits and Limitations‖ 

menerangkan bahwa konsesi juga dapat diberlakukan untuk bidang Pendidikan serta 

Kesehatan, lihat kepada https://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-

private-sector-participation/public-private-partnership-course/module-1# di sini UNESCAP 

menerangkan bahwa konsesi ditujukan ―for the provision of the public service and/or 

development of public infrastructure‖.  

Serta penggunaan konsesi sebagai izin untuk menggunakan fasilitas umum yakni taman 

kota sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha makanan, silahkan lihat kepada 

https://www.investopedia.com/terms/c/concessionagreement.asp. Dipahami bahwa konsep 

concession agreements span various industries and come in many sizes. They include 

mining concessions valued in the hundreds of millions of dollars, as well as small food and 

beverage concessions in a local movie theater. Regardless of the type of concession, the 

concessionaire usually has to pay the party that grants it the concession fees. These fees 

and the rules under which they may change are generally described in great detail in the 

contract (terjemahan bebas: perjanjian konsesi mencakup berbagai industri dan datang 

dalam berbagai ukuran. Mereka termasuk konsesi pertambangan senilai ratusan juta dolar, 

serta konsesi makanan dan minuman kecil di bioskop lokal. Terlepas dari jenis konsesinya, 

pemegang konsesi biasanya harus membayar kepada pihak yang memberikannya biaya 

konsesi. Biaya ini dan aturan di mana mereka dapat berubah umumnya dijelaskan dengan 

sangat rinci dalam kontrak) 

https://www.gov.sg/article/concessions-for-everyone
https://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course/module-1
https://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course/module-1
https://www.investopedia.com/terms/c/concessionagreement.asp
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kegiatan di pelabuhan, konsesi kehutanan, konsesi pertambangan, konsesi 

jalan tol, serta konsesi pada kawasan dan lahan telantar yang tidak sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Dalam peraturan beberapa instansi pengelolaan, konsesi 

dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian, namun dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014, konsesi dipahami sebagai ―izin‖ (Keputusan Tata 

Usaha Negara)
 24

, yang tentunya menjadi tidak jelas atau ambigu. dalam 

konteks pengelolaan publik yang dapat menimbulkan multitafsir. 

Penulis menggunakan istilah ―Kerja Sama Pemerintah dan Badan 

Usaha‖ untuk menjelaskan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU 

merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk 

menyediakan prasarana bagi kepentingan umum sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 

menggunakan sumber daya badan usaha tersebut dalam sebagian atau 

seluruhnya dengan memperhatikan pembagian risiko para pihak.
25

 Kerja 

sama dalam kesepakatan yang dicapai konsesi didasarkan pada 

kesepakatan para pihak maka ciri-ciri konsesi adalah adanya ―keputusan 

pejabat pemerintahan‖ (izin) sebagai bentuk persetujuan. Perilaku ―twee 

petten‖ pemerintah disamakan dan diatur oleh hukum privat ketika 

pemerintah melakukan kegiatan sipil, namun kenyataannya kekuasaan 

publik yang melekat pada pemerintah tidak dapat dilepaskan sama sekali.
26

 

Tentunya kedudukan pemerintah tidak bisa disamakan dengan pihak lain 

yang membuat perjanjian tersebut. Terdapat perbedaan pengertian kerja 

sama dalam KPBU dan konsesi. Penulis berpendapat bahwa dengan 

                                                           
24 Berdasarkan karakteristik konsesi, perlu dipahami bahwa konsesi adalah satu kesatuan 

yang terdiri dari unsur izin, unsur perjanjian, unsur kepentingan umum, dan unsur pihak 

yakni Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta. 
25 Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang 

kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 
26 Tujuan akhir dari kegiatan Badan Hukum Perdata sangat berbeda dengan Badan Hukum 

Publik. Badan Hukum Perdata akan mengakomodasi kepentingan dari personenrecht, 

sedangkan Badan Hukum Publik akan mengakomodasi kepentingan umum. 
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adanya unsur ―keputusan pejabat pemerintahan " akan membawa akibat 

yang berbeda-beda karena dalam hal kerja sama status semua pihak adalah 

sama. Pemutusan hubungan kerja sama memerlukan persetujuan kedua 

belah pihak Namun, berbeda dengan konsesi irisan hukum publik karena 

sifat ―keputusan pejabat pemerintahan‖ bersifat sepihak (bersegi satu) 

pemerintah dapat sewaktu-waktu mencabut keputusan tersebut. Perbedaan 

konsep kerja sama antara Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Republik 

Indonesia tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 

juga dapat ditemukan pada bagian ―mengingat‖ Perpres tersebut terlihat 

bahwa UU No. 30 Tahun 2014 tidak dijadikan landasan hukum. 

Pemahaman terhadap karakteristik waralaba akan berimplikasi pada 

ruang lingkup kompetensi badan peradilan yang berwenang mengambil 

keputusan.
27

 Contoh proses yang ditempuh MA dalam putusan Nomor 

2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019. Dalam putusan tersebut, 

Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta Nomor754/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2019, yang 

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 9 Agustus 2018 yang menyatakan 

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan 

mengadili perkara tersebut karena pengadilan umum mempunyai 

kewenangan absolut.
28

 

                                                           
27 Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak (Prinsip-prinsip hukum kontrak pengadaan barang 

dan jasa Pemerintah di Indonesia), (Surabaya: LaksBang Pressindo, Cet.I, 2017) hlm. 297-

300. Dalam bagian kesimpulan dari buku tentang kontrak ini serta sekaligus menjadi 

penelitian dari Sogar Simamora yang menekankan adanya kekaburan (blurring) garis batas 

dari fungsi Pemerintah dalam hukum privat dan hukum publik yang saling tarik menarik 

karena adanya double role (fungsi ganda) dari Pemerintah. Sogar Simamora memberikan 

penekanan tentang pentingnya tercipta kepastian hukum tentang batas kewenangan, 

prosedural, serta absolut tanggung gugat dalam ranah kontrak komersial yang dilakukan 

oleh Pemerintah. 
28 Daftar putusan pengadilan sebagai berikut:  
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Pada awal tingkat Pengadilan Negeri gugatan yang diajukan oleh PT 

Kawasan Berikat Nusantara (PERSERO) adalah gugatan Perbuatan 

melawan Hukum terhadap perjanjian konsesi yang dibuat oleh PT Karya 

Citra Nusantara dengan Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

(KSOP) Kelas V Marunda yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT 

Kawasan Berikat Nusantara (PERSERO). Gugatan ini diterima oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan bahwa permasalahan 

tersebut merupakan sengketa tindakan administratif yang tertuang dalam 

Keputusan Presiden Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 Tentang HPL (Hak 

Pengelolaan Lahan) diartikan sebagai kepemilikan atas PT Kawasan 

Berikat Nusantara, perjanjian konsesi Nomor: HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, 

nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016, tanggal 29 November 2016, 

dibuat oleh PT Karya Citra Nusantara dan Kantor Kementerian 

Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda, 

sebagai instrumen administrasi.
29

 

                                                                                                                                     
 Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 9 

Agustus 2018; 

 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI tanggal 10 

Januari 2019; 

 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019.  

Berita dapat dilihat dari website resmi RRI, yakni 

https://rri.co.id/nasional/hukum/1007301/setelah-kasasi-kbn-kalah-di-sidang-pk.  
29 Kompetensi peradilan dalam memutus gugatan yang diajukan oleh PT Kawasan Berikat 

Nusantara (PERSERO) terhadap perjanjian konsesi yang dibuat antara PT Karya Citra 

Nusantara dengan Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda yang 

menimbulkan kerugian bagi pihak PT Kawasan Berikat Nusantara (PERSERO) menjadi 

kabur (blurring). Penulis berpendapat bahwa dalam perkara gugatan antara PT. KBN vs 

PT. KCN perlu melihat terlebih dahulu kedudukan pemberian konsesi di awal sebagaimana 

dituangkan dalam Keppres Nomor 11 tahun 1992 tentang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada PT. KBN (BUMN) dalam konteks 

pengelolaan fasilitas umum (Pelabuhan umum dan Pelabuhan khusus). Keberadaan 

PT.KCN yang selanjutnya memiliki hubungan kerja sama dengan PT.KBN dalam bentuk 

perjanjian konsesi adalah turunan dari Keppres Nomor 11 tahun 1992 tentang HPL (Hak 

Pengelolaan Lahan) tersebut, sehingga perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian 

konsesi tidak dapat dilepaskan bahwa PMH tersebut merupakan satu kesatuan dari 

penetapan konsesinya yang tepatnya penyelesaian terhadap gugatan tersebut menjadi 

kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara.  

https://rri.co.id/nasional/hukum/1007301/setelah-kasasi-kbn-kalah-di-sidang-pk
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Iwan Erar Joesoef menguraikan ciri-ciri konsesi yang kemudian 

dibaurkan dalam konteks pelaksanaan konsesi jalan tol
30

, dengan 

menuliskan bahwa pemerintah bingung antara arti konsesi dan kontrak 

BOT yang secara hukum merupakan dua hal yang berbeda. Konsesi adalah 

izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada investor untuk 

memenuhi pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. 

Pemberiannya harus dilakukan melalui instrumen hukum publik (seperti 

putusan menteri atau perjanjian). Sedangkan kontrak BOT merupakan 

perjanjian kontrak yang ditandatangani antara pemerintah dan investor, 

dengan investor membangun infrastruktur fisik, mengoperasikan 

infrastruktur fisik, dan kemudian menyerahkan bangunan fisik tersebut 

kepada pemerintah di akhir masa konsesi, serta dilaksanakan melalui 

dokumen hukum perdata (perjanjian). Dengan berbagai penafsiran ayat di 

atas, tampaknya terdapat perbedaan kegunaan dan pengertian
31

 terhadap 

istilah konsesi guna memahami secara utuh konsesi sebagai alat 

sebagaimana dijelaskan oleh beberapa teori dalam hukum administrasi 

negara, serta secara normatif terdapat dalam Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dan bahwa konsesi dapat digunakan 

untuk mencapai pembangunan nasional karena relevansinya dengan 

kepentingan umum serta pengelolaan dan pemberian pelayanan publik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menjabarkan lebih 

detail mengenai ratio legis pengaturan konsesi dalam Undang-undang 

                                                                                                                                     
Saat ini, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan 

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

(Onrechtmatige Overheidsdaad) tentunya gugatan seperti ini menjadi terang dan 

memperjelas pengertian dari kedudukan tindakan pemerintah itu sendiri. 
30 Iwan Erar Joesoef, ―Model kerja sama Pemerintah Dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak 

Build Operate Transfer dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia‖, Disertasi, 

Universitas Indonesia, Juli 2011 
31 Penerapan konsesi selalu menjadi perdebatan karena kurangnya pemahaman tentang 

karakteristik konsesi secara keseluruhan. Di masyarakat umum, lebih khusus bagi Badan 

Usaha Swasta yang terikat kesepakatan dengan pekerjaan-pekerjaan Pemerintah dalam 

mengelola atau menyelenggarakan kepentingan umum memahami sebuah konsesi adalah 

sebuah perjanjian (ranah hukum perdata). Hal ini yang menjadi titik fokus penulis untuk 

meneliti ―karakteristik konsesi‖ sebagai satu kesatuan sebuah keputusan Pejabat Tata 

Usaha Negara yang memiliki 4 (empat) unsur, yakni unsur izin, unsur perjanjian, unsur 

Pihak (Pemerintah dengan Badan Usaha swasta), dan unsur kepentingan umum (baik 

pengelolaan maupun penyelenggaraan) 



 

28          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta konstruksi 

model konsesi yang berdimensi keadilan. Diharapkan kajian ini dapat 

memberi manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, 

kajian ini berkontribusi untuk memperkaya literatur hukum terkait 

pengaturan konsesi dan memberikan pengetahuan serta gambaran umum 

mengenai karakteristik konsesi secara keseluruhan sehingga 

memungkinkan konsesi digunakan dan menjadi struktur hukum yang dapat 

diterapkan di masa depan. Secara praktis dapat menjadi acuan bagi 

pemerintah dan pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan untuk 

secara jelas menggunakan perlakuan istimewa tersebut. 

 

B. Melihat Konsesi dalam Beberapa Kasus 

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, di 

mana terdapat beberapa temuan ilmiah yang mendekati dan tersedia bagi 

penulis untuk mempertajam, mendukung, dan memperkaya konsep konsesi 

sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan umum. Selain itu, juga untuk 

mendukung penulis dalam menemukan karakteristik konsesi.
32

 Berikut 

beberapa judul hasil studi yang dapat penulis sertakan beserta 

penjelasannya: 

a) Tri Hayati, ―Perizinan Pertambangan di Era Reformasi 

Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Perizinan Pertambangan 

Timah Di Pulau Bangka)‖, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2011. 

Dalam kajian ini, Tri Hayati fokus pada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terhadap tata 

cara pemberian izin pertambangan yang tidak lagi mengenal bentuk 

―kuasa pertambangan‖ dan kontrak, melainkan disebut bentuk Izin 

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat IUPR. Berdasarkan 

tinjauan pustaka yang dilakukan Tri Hayati, pada akhirnya ia 

                                                           
32 Penulis hendak menemukan konsep maupun karakteristik konsesi sebagai instrumen 

administratif (izin) serta sebagai instrumen keperdataan (perjanjian) untuk mewujudkan 

pembangunan nasional oleh Pemerintah. 
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menyimpulkan bahwa segala bentuk perizinan tergolong dalam 

konsesi.
33

 

Perbedaan kajian penulis lakukan mengenai ―Konsesi sebagai 

Instrumen Pembangunan Nasional‖ adalah pada fokus kajiannya, 

yaitu pemahaman konsesi yang secara normatif terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan sebagai bentuk persetujuan terhadap perjanjian 

kelembagaan dan/atau pejabat pemerintah di luar instansi 

pemerintah dan/atau pejabat yang tidak terbatas pada industri 

pertambangan seperti yang diteliti oleh Tri Hayati. Sebagai nilai 

tambah, penulis menjelaskan melalui tinjauan sejarah, mengapa 

konsesi muncul dalam berbagai istilah, termasuk konsesi tersirat 

dalam bentuk ―kuasa pertambangan‖ dan kontrak, yang kemudian 

secara normatif diubah dan disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP), 

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha 

Pertambangan Rakyat IUPR. 

b) Muh Zulkifli Tahir, ―Implementasi Program Kemitraan Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar‖, Disertasi, 

Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021. 

Muh Zulkifli Tahir menjelaskan beberapa konsep kemitraan yang 

umum digunakan dunia usaha yang dapat diterapkan pada 

kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Prinsip kerja sama 

didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, pembagian risiko, dan 

hasil bersama. Salah satunya adalah pengelolaan infrastruktur sektor 

air minum yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air. Badan usaha dapat memperoleh konsesi untuk menyediakan air 

minum di wilayah yang tidak dilayani oleh perusahaan air minum 

daerah. Muh Zulkifli Tahir menjelaskan skema KPS yang digunakan 

dalam kemitraan ini dan menjelaskan beberapa detail teknis 

pelaksanaan perjanjian konsesi. Sejak awal penunjukan badan usaha 

                                                           
33 Tri Hayati, ―Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah (Studi 

Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka)‖, Disertasi, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2011). 
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untuk menyediakan jasa ini dilakukan melalui proses tender yang 

menentukan tarif dan persyaratan badan usaha dalam perjanjian 

kerja sama. Muh Zulkifli Tahir menutup dengan menunjukkan 

tingkat perubahan dan penerimaan yang dialami baik pelanggan 

resmi maupun non pelanggan Perumda Air Minum Kota Makassar 

sebelum adanya program kemitraan.
34

 

Kajian yang dilakukan oleh Muh Zulkifli Tahir mendukung 

kajian penulis mengenai konsesi sebagai bentuk perjanjian kerja 

sama, sedangkan perbedaan antara penulis dengan kajian yang 

dilakukan oleh Muh Zulkifli Tahir adalah pandangan mengenai 

konsesi sebagai bagian dari izin. Muh Zulkifli Tahir tidak 

menjelaskan bahwa konsesi berkaitan erat dengan konsep kontrol 

pemerintah terhadap pengelolaan kepentingan umum, yang 

kontrolnya diwujudkan dalam bentuk izin. 

c) Iwan Erar Joesoef, ―Model Kerja Sama Pemerintah dan Swasta: 

Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer dalam Perjanjian 

Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia‖, Disertasi, Jakarta: Universitas 

Indonesia, Juli 2011. 

Temuan Iwan Erar Joesoef menunjukkan bahwa pemerintah sering 

bingung membedakan antara arti konsesi dan kontrak BOT, yang 

secara hukum merupakan dua hal yang berbeda. Iwan Erar Joesoef 

menjelaskan konsesi adalah izin usaha yang diberikan pemerintah 

kepada penanam modal (badan usaha swasta) dengan menggunakan 

instrumen hukum publik seperti keputusan atau perjanjian menteri. 

Sedangkan kontrak BOT merupakan perjanjian kontrak antara 

pemerintah dan investor (badan usaha swasta).
35

 

Perbedaan kajian yang dilakukan oleh Iwan Erar Joesoef 

dengan kajian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup 

kajian itu sendiri. Iwan Erar Joesoef mengkaji tentang bentuk 

kontrak BOT yang berbeda dengan pengertian konsesi sebagai 

                                                           
34 Muh Zulkifli Tahir, Implementasi Program Kemitraan Perusahaan Umum Daerah 

(Perumda) Air Minum Kota Makassar, Disertasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 

2021). 
35 Iwan Erar Joesoef, ―Model kerja sama Pemerintah Dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak 

Build Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia‖, (Disertasi, 

Indonesia: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Juli 2011), hlm. 351-360. 
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bagian dari izin, sedangkan penulis menganggap konsesi sebagai 

bentuk izin dan bentuk ratifikasi perjanjian. Dalam beberapa 

literatur yang mengartikan konsesi sebagai suatu bentuk kerja sama 

atau perjanjian, perjanjian konsesi dalam literatur tersebut dipahami 

dan disamakan dengan KPS atau PPP (dalam bahasa Indonesia). 

Secara konseptual, terdapat beberapa penafsiran terhadap bentuk 

kerja sama (public private partnership) itu sendiri, yaitu: (1) BOT 

(Build, Operate, and Transfer), (2) BOOT (Build, Own, Operate, 

and Transfer), (3) DBFO (Design, Build, Finance, and Operate), 

dan (4) DCMF (Design, Construction, Manage, and Finance). 

d) Tatiek Sri Djatmiati, ―Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia‖, 

Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2004. 

Tatiek Sri Djatmiati membandingkan rezim perizinan (filosofis dan 

normatif) di Indonesia, Belanda, dan UE. Tatiek Sri Djatmiati pada 

bagian penutup mengemukakan bahwa perizinan di Belanda dan UE 

didasarkan pada prinsip kebebasan bergerak (freedom to do)
36

, 

berbeda dengan Indonesia yang izin merupakan alat intervensi 

pemerintah. Tatiek Sri Djatmiati memaparkan konstruksi ideologi 

dalam pembahasan Bab 4 dengan judul sebuah pemikiran 

pembaharuan izin usaha industri dalam era pasar global. Saran dan 

rekomendasi Tatiek Sri Djatmiati adalah adanya sistem yang 

terintegrasi dari pelayanan perizinan. 

Studi yang dilakukan oleh Tatiek Sri Djatmiati menjadi 

landasan kajian oleh penulis, khususnya pada bagian filosofis izin 

berdasarkan asas kebebasan bertindak (freedom to do). Asas 

kebebasan bertindak sejalan dengan perubahan konsesi yang 

dilakukan pemerintah dalam bentuk kerja sama, yang didasarkan 

pada perwujudan asas kebebasan berkontrak. Dalam kajian ini, 

penulis berpendapat bahwa kontrak adhesie merupakan kerangka 

perjanjian konsesi. Perbedaan kajian yang dilakukan Tatiek Sri 

Djatmiati dengan penulis terletak pada objek utamanya. Penulis 

mengusulkan konsesi sebagai objek utama studi mempunyai ciri 

khas, yaitu persinggungan antara hukum publik dan hukum privat, 

                                                           
36 Tatiek Sri Djatmiati, ―Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia‖, (Disertasi, Surabaya: 

Universitas Airlangga, 2004) hlm. 99–229. 



 

32          Dr. Grace Sharon S.H., M.H.  

sedangkan Tatiek Sri Djatmiati mengkaji asas-asas perizinan atau 

asas-asas yang menjadi landasan pengaturan normatif perizinan itu 

sendiri, termasuk perizinan konsesi dalam arti luas. 
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BAB 2 

BEBERAPA KONSEP PENDUKUNG KONSESI 

 

 

Dalam melakukan kajian, beberapa teori digunakan sebagai 

landasan pembahasan. Yang pertama adalah teori kewenangan yang 

terkandung dalam perizinan sebagai bentuk tindakan pemerintahan. Kedua, 

teori peleburan (oplossing theory) yang berkaitan dengan status antara 

hukum perdata dan hukum administrasi negara yang terkandung dalam 

bentuk konsesi sebagai instrumen administrasi. Ketiga, teori regulasi 

berkaitan dengan keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh badan 

dan/atau pejabat tata usaha negara sebagai instrumen untuk mencapai 

kesejahteraan. 

 

A. Konsep Wewenang dalam Perbuatan Pemerintah 

Dalam bahasa Inggris wewenang disebutkan sebagai authority, dan 

power. Berdasarkan Black's Law Dictionary
37

authority didefinisikan 

sebagai:  

(1) The right or permission to act legally on another's behalf; esp., the 

power of oneperson to affect another's legal relations by acts done 

in accordance with the other's manifestationsof assent; the power 

delegated by a principal to an agent 

(2) Governmental power or jurisdiction <within the court's authority>. 

(3) A governmental agency or corporation that administers a public 

enterprise < transit authority>. — Also termed public authority 

(4) A legal writing taken as definitive or decisive 

(5) A source, such as a statute, case, or treatise, cited in support of a 

legal argument 

 

                                                           
37 Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary, 11th Edition (Black's Law Dictionary 

(Standard Edition)) 11th Edition, (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2014), hlm 403-406. 
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Wewenang dipahami sebagai (1) hak atau izin untuk bertindak 

secara sah atas nama orang lain; khususnya, kekuasaan seseorang untuk 

memengaruhi hubungan hukum orang lain melalui tindakan yang diambil 

dengan persetujuan orang lain; kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal 

kepada agen; (2) kekuasaan atau yurisdiksi pemerintah (dalam kekuasaan 

pengadilan); (3) instansi pemerintah atau perusahaan yang mengelola 

perusahaan publik (otoritas transit disebut juga otoritas publik); (4) suatu 

tulisan hukum yang dianggap jelas atau tegas; (5) sumber yang dikutip 

untuk mendukung argumen hukum, seperti undang-undang, kasus, atau 

risalah. Sedangkan kekuasaan didefinisikan sebagai:
38

 

1. The ability to act or not act; esp., a person's capacity for acting in 

such a manner as to control someone else's responses.  

2. Dominance, control, or influence over another; control over one's 

subordinates.  

3. The legal right or authorization to act or not act; a person's or 

organization's ability to alter, by an act of will, the rights, duties, 

liabilities, or other legal relations either of that person or of 

another.  

 

Kekuasaan dipahami sebagai 1. Kemampuan untuk bertindak atau 

tidak bertindak; khususnya kemampuan seseorang untuk bertindak dengan 

cara mengendalikan reaksi orang lain, 2. Dominasi, kendali, atau pengaruh 

terhadap orang lain; kendali atas bawahan, 3. Hak atau wewenang hukum 

untuk bertindak atau tidak bertindak; kemampuan seseorang atau 

organisasi untuk mengubah hak, tugas, kewajiban, atau hubungan hukum 

lainnya dari orang tersebut atau orang lain melalui tindakan kemauan. 

Wewenang merupakan landasan utama hukum administrasi negara 

karena kekuasaan mengandung hak dan kewajiban. Wewenang 

digambarkan sebagai kekuasaan hukum (rechtskracht), artinya perbuatan 

yang sah adalah sesuai dengan/berdasarkan wewenang yang dimilikinya 

sehingga perbuatan itu memperoleh kuasa hukum atau mempunyai akibat 

hukum (rechtskracht). Dalam perspektif hukum administrasi nasional, 

pemerintah (administrasi) hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan 

                                                           
38 Bryan A Garner and Henry Campbell Black., Ibid., hlm 3708. 
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kewenangan yang dimilikinya, dengan kata lain efektivitas tindakan 

pemerintah didasarkan pada kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan (legalitiet beginselen). 

Pengertian wewenang dan kewenangan diatur dalam Pasal 1 angka 5 

dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. Wewenang dikatakan sebagai hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 

mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Sementara itu, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya 

disebut kewenangan adalah kekuasaan badan pemerintahan dan/atau 

pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam bidang hukum publik. Badan/pejabat yang berwenang tidak boleh 

bertindak melampaui kewenangannya (ultra vires) dalam menjalankan 

kewenangannya. Sebab setiap pelaksanaan kekuasaan selalu dibatasi oleh 

materi (materiae), ruang (locus), dan waktu (tempus). Di luar batasan ini, 

tindakan pemerintah bersifat tanpa wewenang (onbevoegdheid). 

Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

merupakan legitimasi formal sehingga hakikat dan asas legitimasi adalah 

wewenang, yang sejalan dengan prinsip negara hukum dengan undang-

undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu, landasan kekuasaan 

saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip legitimasi. Asas 

legalitas (legalitiet beginsel) merupakan salah satu asas pokok yang 

melandasi pemerintahan dan penyelenggaraan negara, khususnya dalam 

negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum. Asas legalitas hukum 

administrasi nasional berarti pemerintah taat pada undang-undang, segala 

peraturan yang mengikat warga negara harus berdasarkan undang-undang. 

Oleh karena itu, asas legalitas menjadi landasan kekuasaan pemerintah.
39

 

Wewenang di bidang hukum publik yang diatur dalam Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 adalah 

keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi 

pemerintahan, yang keduanya dirumuskan untuk kepentingan 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah 

melaksanakan keputusan dan tindakan administratif pemerintah. Seperti 

                                                           
39 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. 

(Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 133-134. 
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subjek hukum lainnya, pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik 

yang bersifat praktis (feitelijke handelingen) maupun yang bersifat legal 

(rechtshandelingen).
40

 

Pemerintahan atau administrasi negara merupakan suatu badan 

hukum yang mewakili dua lembaga, yaitu lembaga pemerintah dan badan 

hukum. Hal ini mengakibatkan terjadinya dua macam tindakan hukum atas 

tindakan pemerintah, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum 

privat yang dikenal dengan fenomena ―twee petten‖.
41

 Yang dimaksud 

dengan perilaku pemerintah dalam bidang hukum privat adalah penguasa 

mengadakan hubungan hukum sesuai hukum privat, pejabat administrasi 

negara dapat melaksanakan perjanjian sewa, penjualan tanah, dan 

perjanjian-perjanjian lainnya dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-

perbuatan tersebut diatur dalam ranah hukum privat,
42

 sedangkan 

perbuatan-perbuatan pemerintah menurut H.D. van Wijk/Willem 

Konijnenbelt dalam ranah hukum publik dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu:
43

 

a) Perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu terdapat dua 

keinginan/kehendak yang mengikat, misalnya dalam suatu 

perjanjian/kontrak kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak 

ulama yang keberatan dengan adanya perbuatan hukum bersegi dua 

dengan alasan tidak adanya kesesuaian keinginan di antara para 

pihak. Sebab salah satu pihak (badan hukum publik) mempunyai 

status lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. 

b) b. Perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang 

dilakukan menurut kehendak salah satu pihak, yaitu perbuatan 

pemerintah itu sendiri, disebut perbuatan pemerintah sepihak.
44

 

                                                           
40 Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 113. 
41 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 

hlm 57 
42 Diana Halim Koentjoro., Ibid. 
43 SF. Marbun, Hukum Administrasi Negara I. (Yogyakarta: FH UII, 2012) hlm. 150-151. 
44 Ridwan HR memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap karakteristik tindakan hukum 

pemerintah tersebut dikalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat tentang sifat dari 

tindakan hukum pemerintah tersebut. Sebagian menyatakan bahwa perbuatan hukum yang 

terjadi dalam ruang lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan bersegi 

satu (eenzijdige), bagi mereka tidak dikenal perbuatan hukum publik bersegi dua, tidak ada 

perjanjian yang diatur dalam hukum publik (ahli yang menganut paham ini adalah Meijers 

CS). Bila di antara pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatu perjanjian, hukum 

yang mengatur perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, 
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Perbuatan hukum publik yang bersifat sepihak ini mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: sepihak, konkret, individual, final. 

Perbuatan hukum ini disebut dengan ketetapan atau keputusan 

(beschikking). 

 

Secara teoretis, cara memperoleh wewenang pemerintahan ada tiga, 

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Namun, ada pandangan bahwa dalam 

bidang administrasi hanya ada dua cara utama untuk memperoleh 

wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, sedangkan mandat 

hanya digunakan sesekali. Mengenai perkara di Peradilan Tata Usaha 

Negara, mandat harus bersandingan dengan penerima mandat karena 

penerima mandat tidak dapat menggugat sendirian.
45

 H.D. van 

                                                                                                                                     
karena diadakan oleh dua kehendak (terdapat persesuaian kehendak antara dua pihak 

tersebut). Sementara itu sebagian sarjana lain menyatakan ada perbuatan hukum bersegi 

dua (tweezijdige), mereka mengakui adanya perjajian hukum yang diatur dalam hukum 

publik seperti kortverband contract atau perjanjian kerja yang berlaku jangka pendek 

(beberapa ahli yang mengakui ini adalah Utrecht, Soehino, SF. Marbun, Moh. Mahfud). 

Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, dari argumentasi 

masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan 

pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan 

tindakan sepihak atau bersegi satu.  
45 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

(Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara). (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1993), hlm. 31- 32. Indroharto menjelaskan, yang dimaksud dengan ―berdasarkan 

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya‖ itu menunjuk kepada 

ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang 

melakukan tindakan hukum (dalam hal ini Keputusan TUN) yang disengketakan. Jadi dasar 

wewenang yang demikian itu dinamakan bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan 

perundang-undangan sendiri. Dan manakala Badan atau Jabatan TUN yang memperoleh 

wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan TUN yang kemudian 

disengketakan, maka yang harus digugat adalah Badan atau Jabatan TUN yang disebutkan 

dalam peraturan dasarnya telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif 

tersebut. Adakalanya ketentuan dalam peraturan dasar yang memberikan wewenang 

pemerintahan secara atributif ini baik secara eksplisit maupun implisit memberikan 

kemungkinan suatu wewenang pemerintahan yang diberikan secara atributif itu 

didelegasikan dari Badan atau Jabatan TUN yang memperoleh wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN yang lain. Apabila atas dasar 

pendelegasian wewenang pemerintahan tersebut Badan atau Jabatan TUN yang 

memperoleh delegasi lalu mengeluarkan keputusan TUN yang kemudian menjadi objek 

sengketa di PERATUN, maka Badan atau Jabatan TUN terakhir ini lah yang menurut 

hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut dan 

karenanya ialah yang harus digugat. Pada pendelegasian wewenang pemerintahan itu 

menurut hukum telah benar terjadi pelimpahan dalam arti perpindahan wewenang dari 
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Wijk/Willem Konijnenbelt mengemukakan kekuasaan pemerintah 

diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atributie, delegatie, dan mandaat. 

Atribusi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pembuat undang-

undang kepada organ pemerintah; delegasi mengacu pada pelimpahan 

wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah 

lainnya; mandat terjadi ketika satu organ pemerintah mengizinkan organ 

lain menjalankan kekuasaan atas namanya.
46

 

Pendapat berbeda diungkapkan F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeck 

yang menyatakan bahwa hanya ada dua cara bagi organ pemerintah untuk 

memperoleh kekuasaan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi diartikan 

sebagai pengalihan wewenang baru, sedangkan delegasi berarti 

pelimpahan wewenang dan wewenang yang ada. Untuk wewenang mandat 

dikatakan tidak ada perubahan wewenang apapun, hanya hubungan 

internal (antara atasan dan bawahan). 

Dari pandangan dan pendapat tersebut terlihat bahwa secara teoretis 

pemerintah mendapat wewenang melalui tiga cara dan sekaligus 

bergantung pada kekuasaannya, wewenang atribusi, wewenang delegasi, 

                                                                                                                                     
Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Walaupun hubungan hierarkis tidak 

mengalami perubahan, namun yang berubah adalah pemilikan wewenang pemerintahan 

yang terdapat dalam peraturan dasarnya semula. Selain cara pendelegasian pelimpahan 

wewenang pemerintahan itu dapat juga terjadi dengan cara pemberian mandat. Hal ini 

kebanyakan terjadi dalam suasana intern suatu departemen atau lembaga pemerintahan. 

Perbedaannya dengan peralihan wewenang dengan cara pendelegasian adalah bahwa dalam 

hal mandataris mengeluarkan keputusan TUN dan keputusan ini kemudian disengketakan 

maka yang menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan 

TUN tersebut dan seharusnya di gugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang 

mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada mandat 

tidak terjadi perubahan baik hubungan hierarkis maupun pemilikan dan tanggung jawab 

wewenang yang diatur dalam peraturan dasarnya antara mandans dengan mandataris, 

sedang pada delegasi terjadi suatu perpindahan wewenang dan tanggung jawab 

pemerintahan yang diatur dalam peraturan dasarnya.  
46 Nomensen Sinamo, Op. Cit, hlm 94. Wewenang atribusi ini oleh H.D. van Wijk /Willem 

Konijnenbelt dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, pemerintahan, 

dan dikatakan juga, bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat 

keputusan (beschikking) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Pendapat lain 

mengatakan, bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 

pemberiannya kepada organ tertentu. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang 

adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan Pembentukan 

wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. 

Dengan demikian pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 
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dan wewenang mandat. Wewenang inilah yang menjadi dasar tindakan 

atau perilaku pemerintah, baik dalam bidang atau kepentingan hukum 

publik maupun privat. 

 

B. Konsep Melebur (Oplossing Theory) antara Hukum Perdata 

dengan Hukum Administrasi Negara 

Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan 

antara lain tindakan nyata (feitelijke handelingen) dan tindakan hukum 

(rechthandelingen).
47

 Menurut R.J.H.M. Huisman, perbuatan hukum 

adalah suatu perbuatan yang menurut sifatnya dapat mempunyai akibat 

hukum tertentu,
48

 Ridwan H.R. menambahkan bahwa perbuatan hukum 

adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan 

kewajiban.
49

 Istilah tindakan hukum sendiri bermula dari doktrin hukum 

perdata dan kemudian digunakan dalam bidang hukum administrasi negara 

sehingga disebut tindakan hukum administratif. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara pengertian hukum perdata dan hukum administrasi 

negara. Dalam bidang perdata, proses hukum merupakan tahap awal dalam 

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan 

hukum dalam hukum perdata dihasilkan oleh kehendak dan pernyataan 

kehendak. Sementara itu, perbuatan hukum yang diatur dalam hukum 

administrasi negara memiliki sifat pengikatan yang berbeda-beda. 

Perbuatan hukum administratif dapat mengikat warga negara tanpa 

persetujuan warga negara terkait.
50

 Sedangkan pengertian akibat hukum 

sendiri adalah akibat yang berkaitan dengan hukum maka dapat berbentuk 

sebagai berikut:
51

 

1. Apabila memunculkan beberapa perubahan hak, kewajiban, atau 

kewenangan yang ada. 

2. Apabila memunculkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang 

atau objek yang ada. 

                                                           
47 Ridwan HR, Op.Cit. hlm. 113. 
48 R.J.H.M Huisman, Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding (Amsterdam: Kobra, tt), hlm. 

13. 
49 Ridwan HR, Op.Cit., hlm 113 
50 Diana Halim Koentjoro, Op.Cit., hlm 57 
51 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administrative Recht (Vuga, s-

Gravenhage, 1995) hlm. 178. 
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3. Apabila ada hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status 

tertentu yang ditetapkan. 

 

Pemerintah atau administrasi negara merupakan suatu badan hukum 

yang mewakili dua lembaga, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. 

Hal ini mengakibatkan terjadinya dua macam perbuatan hukum atas 

perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum 

privat, keadaan ini dikenal dengan fenomena ―twee petten‖. Yang 

dimaksud dengan perilaku pemerintah dalam bidang hukum privat adalah 

hubungan hukum yang terjalin oleh penguasa-penguasa menurut hukum 

privat. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh berpendapat bahwa 

penyelenggara negara dapat menggunakan hukum privat dalam keadaan 

tertentu ketika menjalankan tugasnya, seperti sewa, penjualan tanah, dan 

perjanjian lainnya.
52

 

Van Praag mengatakan bahwa pada hakikat dan tinjauan sejarah 

perkembangannya masing-masing, kedua bidang hukum Hukum Perdata 

dan HAN tidak saling bersentuhan, masing-masing berdiri sendiri dalam 

bidangnya.
53

 Di beberapa negara, ketika menangani permasalahan 

nasional, lembaga peradilan tersebut seringkali meminjam hukum perdata 

untuk mengambil keputusan ketika fasilitas untuk permasalahan hukum 

administrasi belum lengkap. Ringkasnya, dua bidang hukum, yaitu hukum 

administrasi negara dan hukum perdata akan saling tumpang tindih atau 

berkaitan:
54

 

1. Ketika terjadi adaptasi kaidah hukum Perdata menjadi kaidah 

Hukum Administrasi Negara. 

2. Apabila Badan Administrasi Negara melakukan perbuatan-

perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. 

3. Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan HAN maka 

kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum 

Administrasi Negara.  

 

                                                           
52 Diana Halim Koentjoro., Op. Cit., hlm 57. 
53 Benny M. Junus. Intisari Hukum Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 

18. 
54 Bachsan Mustafa. Op.Cit., hlm 63. 
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Indrohato menjelaskan, perbuatan hukum administrasi negara yang 

dikenal dengan ketetapan atau keputusan (beschikking) selalu bersifat 

sepihak sebab dapat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum administrasi 

negara yang mempunyai kekuatan hukum pada akhirnya tergantung pada 

kehendak atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang 

pemerintahan untuk melakukan demikian,
55

 namun yang dimaksud dengan 

perjanjian kerja antara pemerintah dengan pihak lain, misalnya perjanjian 

kerja jangka pendek (kortverband contract) yang dijadikan contoh 

hubungan hukum antara dua pihak dalam area hukum publik, harus 

dipandang sebagai sarana untuk melaksanakan tindakan pemerintah dan 

bukan sebagai hakikat tindakan hukum pemerintah itu sendiri.
56

 W.F. Prins 

menegaskan kesepakatan yang dicapai pemerintah merupakan pernyataan 

kemauan pemerintah dan fokus pada implementasi, sedangkan aktivitas 

pihak-pihak yang melahirkan permulaan usahanya justru dimundurkan, 

meski diketahui bahwa yang bersangkutan harus menyetujui usulan 

pemerintah yang diajukan kepadanya.
57

 Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan 

bahwa perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya 

untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan.
58

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sering dijumpai Keputusan 

Tata Usaha Negara (KepTUN) yang isinya bertujuan untuk mengakhiri 

atau menciptakan hak keperdataan seseorang atau badan hukum perdata. 

Misalnya, setiap perjanjian perdata yang ditandatangani oleh pemerintah, 

baik perjanjian perdata biasa maupun perjanjian dalam bentuk lain, selalu 

didahului dengan keputusan tata usaha negara untuk melaksanakan proses 

hukum perdata. Setelah keputusan tata usaha tersebut dibuat maka 

                                                           
55 Indroharto. Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata. Bahan 

kuliah pada program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum bidang PTUN, Universitas 

Indonesia. Jakarta, 1992 
56 Ridwan HR. Op.Cit.,hlm. 122. 
57 WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. Op.Cit., hlm. 58 
58 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
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perjanjian perdata yang bersangkutan dilaksanakan.
59

 Yang berkembang 

menjadi persoalan adalah status suatu perbuatan, apakah merupakan 

perwujudan keputusan tata usaha negara atau perbuatan hukum perdata. 

Apabila keputusan itu dianggap sebagai keputusan tata usaha negara maka 

apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan suatu perjanjian perdata, 

hal itu menjadi kewenangan hakim tata usaha negara. Sebaliknya apabila 

putusan itu dianggap dikonsolidasikan menjadi suatu perbuatan hukum 

perdata maka jika timbul perselisihan itu menjadi kewenangan hakim 

perdata. Pertanyaan selanjutnya adalah titik temu antara hukum privat dan 

publik.
60

 Mengenai titik temu antara hukum privat dan hukum publik 

sebagai instrumen hukum dalam perbuatan hukum pemerintah, perlu 

dipahami dan diingat bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah oleh 

instansi pemerintah dapat juga didasarkan pada ketentuan hukum privat. 

Dalam hal ini berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KepTUN) 

yang merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak termasuk dalam 

kewenangan atau yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan 

Pasal 2 butir (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 butir 

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: ―Tidak 

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 

Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang 

merupakan perbuatan hukum perdata. Perlu ditinjau secara cermat, di 

dalam penggunaan wewenang oleh organ pemerintah, apakah hukum 

publik atau hukum privat yang lebih dominan. Sebagai tolak ukur selalu 

digunakan langkah-langkah dan pedoman ketika pemerintah melalui 

badan-badannya mengambil atau melaksanakan perbuatan-perbuatan 

hukum yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan peraturan 

perdata atau dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan dalam garis yang 

sejajar (op een lijr) dengan warga masyarakat maka dalam hal ini 

                                                           
59 Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, dituliskan bahwa Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan 

fasilitas Umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan perundang-undangan 
60 Paulus Effendi Lotulung, Perkembangan Praktak Pengadilan Mengenai Keputusan Tata 

Usaha Negara Sebagai Objek Gugatan, Makalah bimbingan Teknis Hakim PERATUN 

Seluruh Indonesia. Jakarta, 9 Juni 2009.  
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perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata. Namun sebaliknya, jika 

perbuatan hukum itu didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh 

ketentuan hukum publik, hal ini menunjukkan adanya kedudukan yang 

tidak sejajar atau unilateral dalam pelayanan publik. Dalam hal ini 

memperlihatkan adanya sifat penggunaan hukum publik. Oleh karena itu, 

dengan menelusuri ciri-ciri perbedaan asas hukum privat dan hukum 

publik harus dapat membedakan apakah Keputusan Tata Usaha Negara 

(KepTUN) adalah murni hukum publik atau hukum privat sebagai 

instrumen yuridis, atau dapat diterapkan penggunaan ―teori melebur‖ 

(oplossing theory) saling memasuki dalam penerapan hukum privat. Dalam 

beberapa kasus, pejabat dapat memilih untuk menggunakan instrumen 

hukum publik atau privat untuk menjalankan kewenangannya. Hal ini 

sejalan dengan pengertian ―teori dua jalan‖ (twee wegenleer) yang harus 

ditentukan instrumen peradilan mana dan kewenangan mana yang lebih 

tepat dilaksanakan. 

Terdapat banyak yurisprudensi
61

 yang berisi ketentuan-ketentuan 

tentang teori integrasi dan menguraikan kaidah-kaidah hukum yang di 

dalamnya semua Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dengan 

tujuan untuk mencapai kesepakatan a quo atau berkaitan dengan 

pelaksanaan isi perjanjian atau acuan terhadap klausul-klausul dalam 

perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak, 

harus diperhatikan untuk dimasukkan ke dalam hukum perdata. 

Dalam penetapan hukum (hasil pleno) Kamar Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, yang dimaksud dengan teori melebur (oplosing 

theory) dalam tatanan eksekutif nasional dianggap melebur dalam 

perbuatan hukum, jika pada kenyataannya Keputusan Tata Usaha Negara 

yang disengketakan dan memerlukan pengujian keabsahannya ternyata:
62

 

a) Ruang lingkup akhir dari KTUN pada akhirnya (tujuannya) adalah 

untuk memicu tindakan hukum perdata. Termasuk KTUN yang 

diterbitkan dalam rangka persiapan atau penyelesaian proses hukum 

perdata. 

                                                           
61 Putusan Nomor 62 K/TUN/1998; Putusan Nomor 300 K/TUN/1998; Putusan Nomor 252 

K/TUN/2000 
62 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, 2012), hlm 131. 
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b) Apabila tergugat menerbitkan KTUN atas objek sengketa maka akan 

menjadi subjek atau pihak dalam perjanjian perdata sebagai lanjutan 

KTUN atas objek sengketa. 

c) KTUN yang berkaitan dengan izin cerai bukanlah KTUN yang 

melebur dengan perbuatan hukum perdata (ic. perceraian), karena 

izin cerai merupakan ketentuan hukum publik (hukum administrasi) 

sebagai syarat bagi PNS yang ingin bercerai. Oleh karena itu, 

pemberian cerai merupakan hukum yang bersifat khusus dan 

dikecualikan dari penerapan teori melebur. 

 

C. Konsep Regulasi Terkait Keputusan Badan dan/atau Pejabat 

Tata Usaha Negara 

Johan den Hertog menunjukkan General Theories of Regulation
63

 

dalam kajian disertasinya berjudul Public and Private Interests in 

Regulation Essays in The Law & Economics of Regulation
64

, di mana 

regulasi digunakan sebagai alat hukum untuk mencapai tujuan kebijakan 

sosial ekonomi. Instrumen hukum mempunyai akibat hukum wajib karena 

penerapannya bersifat sanksi. Johan den Hertog membagi pengertian 

―regulation‖ menjadi dua bidang utama. Yang pertama adalah regulasi 

ekonomi, yang objek kajiannya adalah mencari keseimbangan antara 

monopoli dan struktur pasar dalam persaingan terbatas atau persaingan 

berlebihan. Berikutnya adalah regulasi sosial, meliputi regulasi di bidang 

lingkungan hidup, kondisi ketenagakerjaan (kesehatan dan keselamatan 

kerja), perlindungan konsumen, ketenagakerjaan (kesetaraan kesempatan 

dan lain-lain). Hertog mengatakan Teori Regulasi (General Theories of 

Regulation) ada tiga macam, yaitu teori kepentingan umum, peraturan 

yang ada dalam chicago teori, dan teori pilihan publik. Teori Chicago 

bertujuan untuk menjelaskan regulasi ekonomi, sedangkan teori 

                                                           
63 Johan den Hertog. ―General Theories of Regulation‖. Originally published in: Boudewijn 

Bouckaert and Gerrit De Geest (eds.) (2000), Encyclopedia of Law and Economics, vol. III, 

The Regulation of Contracts, pp. 223–270, Edward Elgar, Cheltenham. 
64Johannes Aleidus den Hertog. Public And Private Interests in Regulation Essays in The 

Law & Economics of Regulation. Ter verkrijging van de graad van doctor aan de 

Universiteit Utrecht op gezag van de Rector M agnificus Prof. Dr. W.H. Gispen ingevolge 

het besluit van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op 5 februari 2003 

des namiddags om 16.15 uur, Nederlands.  
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kepentingan publik dan teori pilihan publik merupakan perspektif regulasi 

sosial.
65

 Secara sederhana pemaknaan Johan den Hertog Dalam Public 

Interest Theories of Regulation menyebutkan peraturan pemerintah adalah 

alat untuk mengatasi kelemahan persaingan tidak sempurna, pasar yang 

tidak merata, dan hasil pasar yang merugikan.
66

 

Mengaitkan pengertian teori regulasi yang dikemukakan oleh Johan 

den Hertog dengan fungsi peraturan Tata Usaha Negara adalah pengertian 

hukum rencana. Ridwan HR mencontohkan dalam bukunya bahwa 

keputusan atau keputusan Tata Usaha Negara merupakan salah satu 

instrumen hukum yang dimiliki pemerintah. Ridwan HR menjelaskan 

dalam perspektif hukum administrasi negara, perencanaan merupakan 

instrumen pemerintahan yang sifat hukumnya terletak di antara peraturan 

kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan. 

Perencanaan mempunyai bentuk tersendiri (sui generis), yang bersifat 

normatif umum dan abstrak. Rencana bukanlah peraturan perundang-

undangan karena tidak mengikat secara publik dan tidak selalu mempunyai 

akibat hukum langsung. Sedangkan rencana merupakan hasil keputusan 

beberapa organ pemerintah dan dituangkan dalam bentuk peraturan 

umum.
67

 Sebagai sebuah alat, perizinan berfungsi sebagai garda depan 

instrumen hukum yang memiliki peran pengarah, perekayasa, dan 

perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Sjachran Basah 

mengatakan izin memuat syarat-syarat yang mengatur pengoperasian izin 

itu sendiri.
68

 

Pemerintah dapat menggunakan perizinan sebagai alat hukum untuk 

memengaruhi warga negara agar mengikuti metode yang 

direkomendasikan untuk mencapai tujuan nyata.
69

 Sebagai alat, perizinan 

selaku ujung tombak instrumen hukum, sebagai pengarah dan perancang 

masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, dengan izin dapat 

                                                           
65 Johan den Hertog, Op., Cit. 
66 Ibid., hlm. 10. 
67 Ridwan HR, Op., Cit, hlm. 193–204 
68 Sjachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendali Lingkungan, makalah 

pada seminar hukum lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal 

Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1–2 Mei 1996, Jakarta, 

hlm. 3. 
69 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar hukum Perizinan, disunting oleh Philipus 

M. Hadjon, (Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, 1993) hlm 5. 
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mengetahui bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Artinya, persyaratan yang terdapat dalam izin merupakan pengendali 

fungsionalitas izin itu sendiri.
70

 Apabila perizinan dapat berfungsi sebagai 

instrumen kontrol dan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 

sebagaimana diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 maka 

perizinan hendaknya disusun dan diatur sebaik mungkin. Prajudi 

Atmosudirdjo
71

 berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan fungsi hukum 

modern, izin dapat ditempatkan dalam fungsi ketertiban masyarakat.
72

 

Secara teoretis Adrian Sutedi menjelaskan bahwa perizinan 

memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
73

 

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan 

Pemerintah dapat merumuskan peraturan dan keputusan yang 

memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Pencapaian 

tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada proses yang 

dikembangkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan 

transparan proses pemberian izin, semakin besar pula potensi izin 

menjadi alat rekayasa pembangunan. 

b. Budgetering 

Perizinan mempunyai fungsi keuangan (anggaran), yaitu sebagai 

sumber penerimaan negara. Lisensi dan perizinan diberikan kepada 

masyarakat melalui kontraprestasi retribusi perizinan. Perlu 

diperhatikan bahwa dalam biaya perizinan adalah asas no taxation 

without the law, yaitu biaya perizinan hanya dapat dikenakan 

melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

menentukan biaya izin, pemerintah harus fokus pada 

kesinambungan dan pelestarian daya dukung pembangunan dan 

pertumbuhan sosial ekonomi. 

c. Reguleren 

Perizinan mempunyai fungsi pengaturan (reguleren), yaitu sebagai 

alat untuk mengatur perbuatan dan tindakan masyarakat. Oleh 

                                                           
70 Sjachran Basah, Op.,Cit, hlm. 2. 
71 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 

hlm 23. 
72 Ridwan HR, Op., Cit, hlm 217. 
73Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hlm 198-199. 
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karena itu, harus ada hubungan antara tujuan penyediaan layanan 

berlisensi dan ketentuan yang ditetapkan. 

 

Karena landasan filosofis utama pengelolaan perizinan di Indonesia 

adalah adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

maka secara keseluruhan dapat dilihat baik secara tersirat maupun tersurat 

tercermin dalam rumusan berbagai ketentuan yang diatur dalam UUD 

1945 yang pada intinya mengatur sistem kehidupan berbangsa dan 

bernegara, termasuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. UUD 1945 

yang mengatur kehidupan politik dapat disebut konstitusi politik. UUD 

1945 yang mengatur kehidupan perekonomian adalah konstitusi ekonomi, 

dan UUD 1945 yang mengatur kehidupan masyarakat adalah konstitusi 

sosial.
74

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 menjelaskan 

UUD 1945 sebagai perwujudan konstitusi ekonomi, yang bertuliskan 

bahwa kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan 

ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang 

baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, 

efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan 

melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi 

konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk 

meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan 

pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; 

dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di 

berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari 

keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam 

negeri.
75

 Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara 

terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, 

tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, 

menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, 
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menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta 

memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
76

 

Kenyataannya saat ini Indonesia sudah memasuki era globalisasi, 

Indonesia tidak bisa menghindari persaingan yang ada, yaitu persaingan 

yang berdasarkan kebebasan dalam berbagai bidang seperti ilmu 

pengetahuan, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi maka 

hukum menghadapi tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan ini 

melalui instrumen yuridisnya.
77

 Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara 

khusus status konsesi sebagai sarana peradilan di bidang administrasi 

untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional Indonesia. 

  

                                                           
76 Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999–2004  
77 Tatiek Sri Djatmiati, ―Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia‖ (Disertasi, Universitas 

Airlangga Surabaya, 2004), hlm 230. 
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BAB 3 

STRATEGI TINDAK LANJUT 

 

 

A. Penggalian Fakta 

Buku ini termasuk dalam kajian hukum preskriptif atau dikenal juga 

dengan legal research.
78

 Kajian ini dilakukan dengan menganalisis teori, 

konsep, dan peraturan terkait konsesi di Indonesia, serta perbedaan makna 

konsesi di negara-negara yang sistem hukumnya berbeda. 

Berikut ini merupakan beberapa pendekatan yang digunakan: 

1. Peraturan Perundang-undangan atau Statute Approach 

Pendekatan peraturan perundang-undangan diambil untuk meninjau 

ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan 

konsesi. Buku ini mengkaji ratio legis dan landasan ontologis 

peraturan terkait konsesi, dengan tujuan menggali substansi filosofis 

peraturan tersebut. 

2. Konsep atau Conceptual Approach 

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang 

dikembangkan dalam ilmu hukum untuk mengkonstruksi 

argumentasi hukum yang menjawab permasalahan terkini. Dalam 

buku ini dikaji tentang teori wewenang, teori melebur (oplossing 

theory), serta teori regulasi kaitannya dengan perilaku pemerintah 

dalam bentuk konsesi. 

3. Kasus atau Case Approach 

Penulis memperoleh bahan rujukan permasalahan hukum berupa 

perkara dan mengkaji alasan hukum yang menjadi dasar hakim 

dalam mengambil keputusan. Penulis menggunakan beberapa 

putusan seperti: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 

70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2018; Putusan 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI 

                                                           
78 Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum. (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), hlm. 

130 
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tanggal 10 Januari 2019; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 

K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 mengenai kompetensi 

pengadilan absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan 

Tata Usaha Negara terhadap gugatan PT Kawasan Berikat 

Nusantara (PERSERO) vs PT Karya Citra Nusantara dengan 

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Kelas V Marunda. 

4. Historis atau Historical Approach  

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka menelusuri sejarah 

aturan konsesi di Indonesia, yang secara kasar dapat dibagi menjadi 

tiga periode, yaitu: masa kolonial Belanda, masa pendudukan 

Jepang, dan masa Pasca Kemerdekaan: dari Orde Lama, Orde Baru, 

sampai Masa Pemerintahan Orde Reformasi hingga saat ini. Pada 

bagian ini penulis memperkenalkan ketentuan normatif di berbagai 

sektor seperti perkebunan, kehutanan, perkeretaapian, dan 

pertambangan. Melalui lintasan sejarah, penulis menjelaskan 

pengertian dan konsep konsesi sebagai bentuk awal kerja sama 

sebelum kemerdekaan, dengan menggunakan istilah akta konsesi 

yang mengalami perubahan dan perkembangan menjadi sebuah 

konsep perizinan pada masa pra kemerdekaan akibat kebijakan 

hukum dan politik hukum di Indonesia dalam berbagai periode 

kepemimpinan. 

5. Perbandingan atau Comparative Approach 

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan hukum 

dari negara lain. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh 

persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum. Dalam buku ini, 

dikaji peraturan konsesi di Uni Eropa, Inggris, Peru, Turki, dan 

Filipina. Penulis memilih UE dan Inggris karena sistem hukum yang 

digunakan adalah Eropa kontinental dan Common Law.
79

 Pengertian 

kategori-kategori sistem hukum ini bermula dari salah satu ahli, 

pakar hukum Indiana University, Eric L. Richard, yang 

mengemukakan bahwa sistem-sistem hukum yang berlaku bagi 

                                                           
79Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan 

Common Law System, (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm 18–21. 
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masyarakat internasional yang asal usulnya berbeda-beda dan sistem 

hukumnya berbeda satu sama lain, adanya sistem hukum utama 

yang berlaku yang disebut dengan The World's Major Legal 

System.
80

 Sementara itu, Peru, Filipina, dan Turki dipilih 

berdasarkan keberhasilan negara-negara tersebut dalam menerapkan 

konsesi untuk mencapai pembangunan nasional, khususnya 

pembangunan ekonomi. 

 

B. Sumber dan Telaah Bahan Hukum  

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan atau statute approach, pendekatan konseptual atau conseptual 

approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, 

pendekatan sejarah atau historis approach, serta pendekatan kasus atau 

case approach. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum, sekaligus 

menentukan apa yang harus dilakukan, diperlukan sumber bahan studi 

hukum. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1) bahan hukum 

tingkat pertama merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative, yaitu 

memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan dan catatan formal atau catatan undang-undang dan keputusan 

hakim; 2) bahan hukum penunjang berupa seluruh publikasi hukum yang 

bukan berupa dokumen hukum resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, 

jurnal hukum, dan ulasan keputusan pengadilan; 3) bahan hukum tersier 

berupa kamus hukum, majalah hukum, dan sumber internet. 

Alat utama pengumpulan data hukum ada tiga, yaitu wawancara, 

observasi, dan telaah dokumen. Untuk memperoleh bahan hukum yang 

dibutuhkan, pengumpulan informasi hukum akan dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan wawancara. 
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BAB 4 

SEJARAH PENGATURAN KONSESI  

DI INDONESIA 

 

 

Salah satu cara untuk mencari karakteristik konsesi adalah melalui 

pendekatan sejarah. Fokus pendekatan sejarah yang digunakan adalah 

untuk membantu memahami filosofi dari peraturan konsesi yang berlaku 

dari satu periode ke periode lainnya.
81

 Keterkaitan antara hukum yang 

berlaku saat ini dengan hukum yang berlaku pada masa lalu tidak dapat 

dipisahkan dan tidak dapat menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk 

dapat memahami hukum yang berlaku saat ini secara keseluruhan tentunya 

tidak dapat dipisahkan dengan penelusuran sejarah atas hukum itu sendiri. 

Van Apeldoorn menyatakan bahwa untuk dapat mempelajari ilmu hukum 

harus mempelajari sejarah.
82

 Manfaat pendekatan sejarah selain 

memberikan pemahaman dan keyakinan, di sisi lain juga dapat 

menumbuhkan sikap kritis terhadap objek kajian. Van Apeldoorn 

mengatakan bahwa makin sedikit memahami masa lalu maka makin besar 

bahaya untuk kita dapat dikuasai.
83

 

Tujuan menelusuri sejarah konsesi di Indonesia adalah untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai karakteristik konsesi, dibandingkan 

hanya mengandalkan definisi konsesi yang secara tegas atau normatif 

diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagai ―bentuk keputusan tata usaha negara 

sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan antara Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk 

mengelola fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan 

lainnya‖ 

                                                           
81 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 166-167 
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Dalam penelusuran sejarah ini, penulis secara garis besar membagi 

pengaturan konsesi menjadi dua periode utama, yaitu periode pra 

kemerdekaan (dari masa penjajahan Belanda hingga masa pemerintahan 

Jepang) dan masa pengaturan konsesi pasca kemerdekaan Indonesia (Orde 

Lama, Orde Baru, sampai Masa Pemerintahan Orde Reformasi). 

 

A. Pengaturan Konsesi Pra Kemerdekaan 

Catatan sejarah aturan konsesi sejak masa kolonial Belanda hingga 

pemerintahan Jepang
84

 dapat dilihat pada beberapa sektor atau bidang 

regulasi, yaitu pengaturan konsesi pengelolaan hutan,
85

 konsesi 

pengelolaan perkebunan,
86

 konsesi jalur kereta api,
87

 sampai dengan 

konsesi pertambangan yang meliputi batu bara maupun minyak bumi.
88

 

Pada masa kolonial Belanda, pengelolaan sumber daya hutan 

dimulai dengan pengelolaan hutan jati (Tectona grandis) di Jawa dan 

Madura pada pertengahan abad ke-19, setelah lebih dari 200 tahun 

dilakukan eksploitasi hutan jati alam secara besar-besaran. Ini dilakukan 

oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan baku industri 

kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang 

pantai utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, 

Gresik, hingga Pasuruan.
89

 

Pada akhir abad ke-18, kondisi hutan jati di Jawa mengalami 

degradasi yang begitu parah sehingga mulai mengancam kelangsungan 

perusahaan pelayaran kayu yang mengandalkan pasokan jati dari kawasan 

                                                           
84 Yasmis, ―Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia‖, Jurnal Sejarah Lontar Vol. 4 

No. 2 Juli-Desember 2007. 
85 I Nyoman Nurjaya, ―Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia‖, Jurisprudence, 

Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 35–55. 
86 Edy Ikhsan, ―Konsesi Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera 

Timur: Suatu Analisis yang Diperluas‖, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI), 

03/09/2011. https://asslesi.com/2011/09/03/konsesi-perkebunan-dan-hak-tanah-komunal-

orang-melayu-di-sumatera-timur-suatu-analisis-yang-diperluas/. 
87 R Ravico dan Berlian Susetyo, ―Sejarah Pembangunan Jalur Kereta Api Sebagai Alat 

Transportasi di Sumatera Selatan Tahun 1914-1933‖, Jurnal Agastya Vol 11 No 1 Januari 

2021. 
88 Muhammad Ariyon, ―Studi Kebijakan Migas di Indonesia‖, Jurnal of Eart, Energy, 

Engineering, ISSN: 2301–8097, hlm 37-51 
89 Hasanu Simon, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Cooperative Forest 

Management), Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa, (Yogyakarta: Bigraf 

Publishing, 1999) hal 78. 
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hutan. Oleh karena itu, ketika pemerintah kolonial Belanda mengangkat 

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda 

pada awal abad ke-19. Pada tanggal 26 Mei 1808, ia mendirikan Dienst 

van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan), mengembangkan program 

penghijauan di kawasan hutan yang terdegradasi, dan peraturan terkait 

kehutanan juga telah diberlakukan, yang membatasi penerbitan izin 

penebangan kayu jati serta menerapkan sanksi pidana bagi penebangan 

kayu jati tanpa izin dari Jawatan Kehutanan.
90

 

Daendels mengesahkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang 

memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Pemangkuan hutan sebagai 

domain Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara; (2) 

Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari Yurisdiksi 

wewenang Mahkamah Peradilan yang ada; (3) Penyerahan pemangkuan 

hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi 

dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang 

menghukum pidana; (4) Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan 

perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, 

dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan 

tebangan; (5) Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka 

yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(6) Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk 

memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi 

kepentingan perusahaan swasta; (7) Rakyat desa diberikan izin 

penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.  

Kebijakan yang ditempuh Daendels pada masa pemerintahannya di 

Hindia Belanda, antara lain melakukan reforestasi dan penetapan peraturan 

hukum yang membatasi pengembangan sumber daya hutan jati di Jawa, 

dianggap sebagai awal mula pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kehutanan serta kegiatan pengelolaan hutan modern. Apalagi setelah 

Daendels mendirikan Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan) 

yang diberi kewenangan mengelola hutan di Jawa.
91
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Peraturan hukum tentang pengelolaan hutan di Jawa dan Madura 

pertama kali dikemukakan pada tahun 1865 dengan nama Boschordonantie 

voor Java en Madoera 1865 (Undang- Undang Kehutanan untuk Jawa dan 

Madura 1865), disusul dengan undang-undang pertanahan yang disebut 

Domeinverklaring 1870 yang mengklaim setiap bidang tanah (hutan) yang 

haknya tidak dapat dibuktikan maka menjadi kewenangan pemerintah.
92

 

Namun, upaya Daendels dalam reforestasi dan membatasi penebangan 

kayu jati di Jawa dan Madura tidak berkelanjutan dan mencapai hasil yang 

optimal, selain terbatasnya pengetahuan dan teknologi kehutanan yang 

dimiliki oleh para petugas Jawatan Kehutanan, juga karena pada tahun 

1830-1870 Van den Bosch menerapkan sistem pertanian paksa 

(Cultuurstelsel) yang menyebabkan perubahan besar pada kondisi hutan di 

Pulau Jawa, banyak kawasan hutan yang ditebang dan diubah menjadi 

perkebunan kopi untuk meningkatkan komoditas ekspor.  

Sedangkan pada periode cultuurstelsel, permintaan kayu jati terus 

meningkat untuk memasok perusahaan kapal kayu, membangun gudang 

pengeringan tembakau, pabrik gula, serta membangun tempat tinggal 

pekerja dan perumahan bagi karyawan perkebunan. Untuk mendukung 

reforestasi dan pengelolaan hutan dengan menggunakan pengetahuan dan 

teknologi kehutanan modern, Jawatan Kehutanan menetapkan organisasi 

teritorial kehutanan pada tahun 1873.  

Menurut Staatsblad No. 215, kawasan hutan di Jawa terbagi menjadi 

13 kawasan hutan, masing-masing kawasan hutan jati seluas 70.000 hingga 

80.000 hektare dan kawasan hutan nonjati seluas lebih dari 80.000 hektare. 

Ketigabelas kawasan hutan tersebut adalah: Karesidenan Banten dan 

Kabupaten Cianjur; Karesidenan Priangan, Kerawang, dan Cirebon; 

Karesidenan Tegal dan Pekalongan; Karesidenan Semarang; Karesidenan 

Kedu, Bagelen, dan Banyumas; hutan dan pemancangan pal-pal batas 

kawasan hutan. Berdasarkan Staatsblad Nomor 2 Tahun 1855 ditegaskan 

bahwa Gubernur Jenderal harus memperhatikan dan berkonsentrasi pada 

pengelolaan hutan jati, serta menjaga dan memelihara dengan baik 

kawasan hutan jati yang belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena 

                                                           
92 Nancy Lee Peluso, ―A History of State Forest Management in Java‖, dalam Mark 
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itu, pengelolaan hutan pada tahun-tahun berikutnya cenderung lebih fokus 

pada kegiatan reforestasi di kawasan hutan jati; pertama karena kayu jati 

mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonjati; 

kedua karena industri kapal kayu hanya menggunakan kayu jati sebagai 

bahan baku utama. Selain itu, pada tahun 1890, Pemerintah Hindia 

Belanda mendirikan Perusahaan Hutan Jati (Djatibedrijf) untuk 

memperkuat pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura, sedangkan 

pengelolaan kawasan hutan non jati diserahkan kepada Dinas Hutan Rimba 

(Dienst de Wildhoutbossen). Guna mendukung peningkatan kegiatan 

pembangunan kehutanan pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur 

Jenderal No. 6 Tahun 1865 tanggal 10 September 1865 diundangkan suatu 

instrumen hukum yang dikenal dengan Reglemen Kehutanan 1865.  

Prinsip utama yang diatur dalam Reglemen Kehutanan 1865 adalah 

penebangan hutan jati semata-mata untuk kepentingan swasta dan dapat 

dilakukan dengan 2 langkah. Pertama, pihak swasta yang mendapat 

konsesi penebangan hutan jati harus membayar pachtschat (sewa) tahunan 

kepada pemerintah Hindia Belanda, yang dihitung berdasarkan perkiraan 

harga kayu per bidang tanah selama masa konsesi. Kedua, kayu yang 

ditebang oleh penerima konsesi diserahkan kepada pemerintah, dan pihak 

swasta penerima konsesi menerima upah atas tebang, sarad, angkut dalam 

hitungan per elo kubik (1 elo = 68,8 cm) melalui tender terbuka dan 

penawaran yang diajukan dalam sampul Karesidenan Jepara; Kabupaten 

Rembang dan Blora; Karesidenan Surabaya, Madura, dan Pasuruan; 

Karesidenan Probolinggo, Besuki, dan Banyuwangi; Karesidenan Kediri; 

Karesidenan Madiun; Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Surakarta.
93

 

Reglemen Hutan 1865 dinilai masih banyak kekurangannya dalam 

mengantisipasi perkembangan pengelolaan hutan dan dipandang perlu 

untuk segera diganti.
94

 Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan Reglemen 

Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874. 

Dari seluruh penjelasan yang diuraikan dapat dipahami penggunaan 

konsep hak pengelolaan hutan dalam peraturan kolonial Belanda, yaitu 

Peraturan Reglemen Kehutanan 1865 yang mengatur bahwa 

                                                           
93 Departemen Kehutanan, 1986, Sejarah Kehutanan Indonesia II-III (Periode Tahun 1942- 

1983), (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1986) hal 25-45. 
94 I Nyoman Nurjaya, Op.cit.,hlm. 35- 55 
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pengembangan hutan jati dilakukan semata-mata untuk kepentingan swasta 

yang diatur dalam dua cara. Terlihat bahwa konsep konsesi digunakan 

dalam bentuk sewa, yang dapat diartikan bahwa konsesi dapat digunakan 

baik untuk kepentingan swasta maupun pemerintah kolonial Belanda pada 

saat itu. Bahkan, konsep tersebut kemudian diadopsi oleh The United 

Nation untuk mengelola hutan publik.
95

 

Sejarah konsesi dalam pengelolaan perkebunan di Indonesia, penulis 

mengadopsi pendekatan historis yang agak tua dalam mempelajari konsesi 

pengelolaan perkebunan lada, yang tercatat pada tahun 1811-1816 (Masa 

peralihan Pemerintahan Inggris ke VOC). Pertama, penulis mengenalkan 

sejarah kepemimpinan Residen Alexander Hare sebagai wakil pemerintah 

Inggris saat itu untuk Borneo lebih khususnya Maluka (Malaca) dan 

Banjarmasin.
96

 Penggunaan tanah di Borneo bermula karena 

ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang atau Penyerahan Tuntang pada 

tanggal 18 September 1811 yang menyerahkan Pulau Jawa dan sekitarnya 

kepada pemerintah Inggris yang sebelumnya dikuasai Belanda. Hal ini 

juga berdampak pada wilayah Zuid-Oost Borneo (Borneo/Kalimantan 

Tenggara), khususnya perkebunan lada. Kesultanan Banjar di bawah 

Sultan Sulaiman Saidullah pada masa itu mempunyai hubungan yang baik 

dengan para saudagar Inggris dibandingkan dengan para saudagar Belanda 

(VOC).
97

 Hal ini ditegaskan oleh treaty of 1812, yang menyatakan ―dalam 

hak penuh yurisdiksi berdaulat‖ kepada East India Company atas bekas 

benteng Belanda (Tatas dan Tabanio), Provinsi Dayak di Kalimantan 

Selatan, serta sebagian besar wilayah dan kerajaan-kerajaan kecil di Pantai 

Selatan dan Timur yang secara praktis ataupun teoretis tunduk pada 

mereka. Sultan membebaskan dirinya dari semua perjanjian atau 

                                                           
95 FAO Forestry Paper, Op.cit. hal 53. 
96 Mansyur, dkk. Dinamika Ekonomi Perkebunan pada Daerah Konsesi Alexander Hare Di 

Maluka, Zuid-Oost Borneo, Tahun 1811-1816 (laporan penelitian), (Banjarmasin: Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2018), hlm 29-75. 

Tercatat juga pertemuan Alexander Hare dengan Stamford Raffles kisaran tahun 1807 

sampai dengan 1808 didaerah Maluka-Penang, sehingga ketika Raffles diangkat menjadi 

Gubernur Jenderal, Raffles yang berperan aktif untuk mengangkat Alexander Hare menjadi 

Residen wilayah Banjarmasin-Borneo, lihat kepada tulisan Smith, F. Andrew. "Borneo's 

first "White Rajah': new light on Alexander Hare, his family and associates". Borneo 

Research Bulletin, 2013. 44: 93–131. 
97 Graham Irwin, Ninetenth–Century Borneo, A Study in Diplomatic Rivalry, (Malaya: S. 

Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1955), hlm.16-19. 
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kewajiban lainnya kepada pemerintah Belanda, dengan secara khusus 

menetapkan bahwa dokumen yang sekarang sedang ditandatangani tidak 

ada hubungannya dengan "peristiwa yang kemudian" menempatkan 

Kepemilikan Timur dari Pemerintah itu di bawah Inggris Kerajaan".
98

 

Kebijakan Hare mengenai pertanian dan perkebunan mengikuti 

ketentuan Pasal 9 Treaty 1812 yang menyatakan bahwa perkebunan dan 

seluruh proses administrasi budidaya lada atau pengelolaan lada harus 

dialihkan kepada perusahaan Inggris dan produk yang pernah diproduksi 

harus dialihkan kepada perusahaan Inggris setelah panen. Dalam 

mendistribusikan hasil perkebunan dan pertanian, Sultan Sulaiman Alamah 

Tahmidullah menerima 25% dari harga jual yang dibayarkan kepada 

petani. Penerima pembayaran langsung dari perusahaan Inggris, Sultan 

Sulaiman Alamah Tahmidullah juga harus setuju untuk tidak ikut campur 

dalam pengurusan atau pemberian izin sebagai bentuk persetujuannya 

terhadap syarat-syarat perjanjian, klausul ini memegang peranan penting 

dalam tersedianya izin akomodasi dan fasilitas pendukung yang diberikan 

kepada perusahaan Inggris.
99

 Sebagai imbalannya, mereka akan bekerja 

sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan.
100

 

Sultan Sulaiman Alamah Tahmidullah berusaha menjalin kerja sama yang 

baik dengan pemerintah Inggris. Dalam hal ini, harapannya kebijakan dan 

prinsip yang diterapkan dikembalikan kepada Kesultanan Banjar. 

Kebijakan tersebut dapat menjadi dasar peraturan Alexander Hare 

mengenai pertanian dan perkebunan di konsesi Maluka. Pertanian dan 

perkebunan pada awalnya berkembang pesat dengan diterapkannya 

kebijakan EIC. Pada tanggal 13 September 1817, sultan dan residen 

bersama-sama merekomendasikan agar masyarakat membuka lahan dan 

menanam tanaman komersial seperti kopi, lada, dan jenis tanaman 

lainnya.
101

 

                                                           
98 Graham Irwin., Ibid. 
99 Konsesi dalam hal ini dipahami sebagai bentuk sewa jangka panjang dalam lahan 

perkebunan yang memiliki kesepakatan bagi hasil. 
100 Mansyur, dkk., Op.cit., hal 8. 
101 ANRI, Arsip Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan 

Pemerintahan VOC, Bataafshe Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635–1860, (Jakarta: 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 1965), hlm.171–236. 
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Meskipun rempah-rempah (lada dan kopi) melimpah di kepulauan 

Indonesia, periode tahun 1811-1834 diwarnai dengan perebutan 

kekuasaan, termasuk antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah 

Hindia-Belanda mengenai hukum, politik, ataupun lahan perkebunan.
102

 

Sementara itu, konsesi-konsesi pada berbagai masa pemerintahan 

semuanya mempunyai ciri-ciri yang sama, yakni merupakan suatu bentuk 

perjanjian sewa-menyewa jangka panjang antara Residen (Pemerintah 

Inggris ataupun Hindia-Belanda yang diwakili dengan tokoh Gubernur 

Jenderal) dengan sultan atau raja setempat, perjanjian konsesi tersebut 

disertai dengan perjanjian bagi hasil. 

Berdasarkan sejarah pengelolaan perkebunan dan pengelolaan hutan 

mulai dari pemerintahan Inggris hingga VOC, setidaknya terdapat catatan 

dasar hukum pengurusan konsesi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, 

yang dapat dilihat dari empat akta konsesi, yang dapat dilihat pada tabel 

berikut:
103

 

 

  

                                                           
102 FendalI to the Commissioners-General, September 5th, 1816. ('Register der 

Handelingen .... van Commissarissen Generaal', 1 September tot 31 October 1816); 

Fendali to the Supreme Government, October 15th, 1816. (Dutch Records 'A', No. 12); 

Algemeen overzigt van de staatkundige gesteldheid van Nederlandsch-Indië over de jaren 

1839-1848 (Borneo)'. (Kol., 1851, No. 27 bis, Secret). 
103 Edy Ikhsan, Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2021) hlm. 129. Dapat juga ditemui dalam Edy Ikhsan, ―Konsesi 

Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera Timur: Suatu Analisis 

yang Diperluas‖, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI), pada 03/09/2011, 

https://asslesi.com/2011/09/03/konsesi-perkebunan-dan-hak-tanah-komunal-orang-melayu-

di-sumatera-timur-suatu-analisis-yang-diperluas/#_ftn13 

https://asslesi.com/2011/09/03/konsesi-perkebunan-dan-hak-tanah-komunal-orang-melayu-di-sumatera-timur-suatu-analisis-yang-diperluas/#_ftn13
https://asslesi.com/2011/09/03/konsesi-perkebunan-dan-hak-tanah-komunal-orang-melayu-di-sumatera-timur-suatu-analisis-yang-diperluas/#_ftn13
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Tabel 1. Akta Konsesi Pengelolaan Perkebunan  

dan Hutan Masa Pemerintah Inggris hingga VOC 

Akta Konsesi 1877  

(Masa Woeste 

Grond) 

 

Akta Konsesi 

1878: 

(Pemberlakuan 

konsep 

opgezetenen) 

 

Akta Konsesi 

1884 

Akta Konsesi 1892: 

(memiliki karakter 

persoonlijk) 

Dasar hukum: 

Besluit 104 

pemerintah Hindia 

Belanda No.4, 

tanggal 27 Januari 

1877 (terdiri 10 

Pasal yang memuat 

upaya Pemerintah 

Hindia Belanda 

untuk 

menyeragamkan 

bentuk akta konsesi) 

Dasar hukum: 

Besluit 

pemerintah Hindia 

Belanda No.4, 

tanggal 27 Januari 

1877, dengan 

perubahan 

berdasarkan surat 

Residen Sumatera 

Timur tertanggal 

14 Januari 1878 

yang ditujukan 

kepada Gubernur 

Jenderal Hindia 

Belanda 

Dasar Hukum: 

Besluit 

Pemerintah 

Hindia Belanda 

No. 19, 

tertanggal 26 

April 1884 

(Untuk pasal 1 

sampai dengan 5, 

tidak ada 

perbedaan 

dengan model 

akta 1877 dan 

1878) 

Dasar hukum: Besluit 

Pemerintah Hindia 

Belanda No.2 pada bulan 

November 1892 (Bijblad 

No.4770) konsep yang 

digunakan di masa ini 

adalah perusahaan 

pertanian 

(landbouwonderneming) 

Pasal krusial: Pasal 

1, Pasal 5, dan Pasal 

6 

Pasal perubahan 

terdapat dalam 

Pasal 6 

Pasal krusial 

terdapat dalam 

Pasal 11 

Pasal yang menjadi 

sorotan adalah Pasal 9, 

Pasal 4, dan Pasal 7 

tentang Tanah Jaluran 

Tanah telantar/liar 

(Woeste grond) yang 

menjadi objek tanah 

dalam konsesi 

adalah: Tanah hutan, 

Tiga konsep 

perubahan tentang 

kepemilikan: 

1. Perubahan atas 

hak tanah 

pasal 11 (angka 1 

dan 3). Secara 

bebas angka 1 

diterjemahkan: 

Pemegang 

Konsep tanah 

telantar/liar (woeste 

grond) yang terdapat 

dalam tiga model akta 

sebelumnya, melalui 

                                                           
104 Perlu diingat dalam mempelajari Sejarah tata hukum Indonesia, maka periode 1814-

1855 dikenal sebagai Masa Besluiten Regering, ciri khas dari Periode ini 

mengklasifikasikan Keputusan Raja (Koninklijk Besluit) menjadi 2 (dua), yakni: 

a. Besluit, yakni sebuah Keputusan Raja sebagai tindakan eksekutif.  

b. Algemene Verordening, yakni sebuah Keputusan Raja sebagai tindakan 

Legislatif. 

Lihat kepada buku JB. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Prehallindo, 2019) 

hlm 14-16. Dari tabulasi di atas maka ketentuan tentang model Akta konsesi dapat 

dipahami sebagai Keputusan Raja sebagai tindakan eksekutif. 
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Akta Konsesi 1877  

(Masa Woeste 

Grond) 

 

Akta Konsesi 

1878: 

(Pemberlakuan 

konsep 

opgezetenen) 

 

Akta Konsesi 

1884 

Akta Konsesi 1892: 

(memiliki karakter 

persoonlijk) 

tanah liar, tanah tak 

terpakai, tanah 

kosong, tanah tak 

dibudidayakan 

 

milik pribumi 

bukan lagi 

ditumpukan 

pada adanya 

kampung atau 

tanah yang 

digunakan 

penduduk 

pribumi 

melainkan 

pada adanya 

penduduk, hal 

ini karena sifat 

Petani 

berpindah 

(swidden) 

2. Kedua, 

terdapat 

kemungkinan 

untuk 

melakukan 

pengurangan 

luas tanah 

yang wajib 

diganti 

terhadap tanah 

yang dimiliki 

opgezetenen 

(tanah yang 

dikuasai secara 

fisik oleh 

penduduk) di 

atas wilayah 

konsesi. 

3. Pemberlakuan 

konsep 

kontrak (konsesi) 

terikat dengan 

pasal 6 dan 10, 

dan harus 

menyediakan 

tanah cadangan 

dan tanah 

kampung, juga 

harus 

menyerahkan 

hasil tanah 

(tembakau) yang 

sudah dipanen, 

lalu untuk tahun 

selanjutnya bagi 

tanah yang belum 

dipergunakan 

diserahkan 

kepada penduduk 

(opgezetenen) 

(sesuai dengan 

Pasal 6), namun 

kenyataannya hal 

ini menimbulkan 

masalah yang 

kompleks tentang 

pembagian hasil 

panen (termasuk 

siapa yang 

melakukan 

pembagian serta 

berapa bagian 

untuk tiap 

opgezetenen)  

Terkait angka 3 

pasal 11 model 

model akta konsesi 1892 

dihapuskan 
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Akta Konsesi 1877  

(Masa Woeste 

Grond) 

 

Akta Konsesi 

1878: 

(Pemberlakuan 

konsep 

opgezetenen) 

 

Akta Konsesi 

1884 

Akta Konsesi 1892: 

(memiliki karakter 

persoonlijk) 

opgezetenen akta ini 

(terjemahannya: 

jika ada sengketa 

antara pemegang 

kontrak dan 

penduduk, 

keputusan akan 

diambil oleh 

pemerintah).  

 

Kedudukan hukum 

penguasaan tanah 

oleh Sultan atau 

Raja terhadap 

Woeste Grond 

mengenyampingkan 

kepentingan dari 

rakyat setempat 

karena para pihak 

yang berperan 

hanya: Sultan, 

Perusahaan Belanda 

(Onderneming), dan 

Pemerintah Hindia-

Belanda.105 

 

Pemerintah 

Hindia Belanda 

semakin kuat 

kedudukannya 

atas penguasaan 

sumber agraria 

milik komunal 

pribumi. 

Kedudukan Raja 

untuk memberi 

perlindungan 

terhadap hak-hak 

tanah penduduk 

menjadi lemah, 

hal ini didukung 

dengan kontrak 

Sesuai dengan 

Pasal 11 tentang 

kewenangan 

Pemerintah untuk 

memutus 

sengketa, namun 

permasalahan 

pada periode ini 

berkaitan dengan 

pihak yang 

dimaksudkan 

sebagai 

pemerintah (het 

Bestuur). 

Merujuk kepada 

Pasal 11 angka 1 

Dengan adanya 

pencantuman ―zijne 

betrokken rijksgrooten‖ 

maka konsep ―orang-

orang besar‖ sebelumnya 

yang ada di akta konsesi 

1884 dibatasi.108 

                                                           
105 Labberton, K.van Hinloopen. De Indische Landbouwconcessie. (Amsterdam: De Bussy, 

1903). Hlm 24. Beberapa syarat dibentuknya akta konsesi: a. kontrak dilakukan setelah ada 

persetujuan dari pemerintahan setempat; b. Sejauh mungkin dikelola/diurus sendiri; c. 

Tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan pemerintah; d. Keberadaan penduduk yang 

berdiam di konsesi tersebut tidak dibenarkan; e. Para buruh yang dipekerjakan diperoleh 

dengan sukarela. 
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Akta Konsesi 1877  

(Masa Woeste 

Grond) 

 

Akta Konsesi 

1878: 

(Pemberlakuan 

konsep 

opgezetenen) 

 

Akta Konsesi 

1884 

Akta Konsesi 1892: 

(memiliki karakter 

persoonlijk) 

politik (korte 

verklaring).106 

dituliskan dalam 

membuat 

perjanjian adalah 

Sultan dengan 

―Orang-orang 

besarnya‖ dengan 

Pengusaha 

perkebunan 

(Onderneming). 

Sehingga 

anggapan awal 

bahwa het 

bestuur adalah 

Raja dan Orang-

Orang Besarnya 

(de Inheemsche 

Bestuur). 

Akan tetapi 

dalam 

kenyataannya 

dalam praktik, 

Pemerintah 

merujuk kepada 

Europeesch 

Bestuur. 

Dualisme 

pengertian ini 

merujuk kepada 

pasal 6 model 

                                                                                                                                     
108 Tengku H.M. Lah Husny, Lintasan Sejarah Peradaban Sumatra Timur 1612-1950, 

(Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978) hlm, 

196. 
106 Ann Laura Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-

1979 (Second edition with a New Preface), (The USA: The University of Michigan, 1995) 

hlm. 22. 
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Akta Konsesi 1877  

(Masa Woeste 

Grond) 

 

Akta Konsesi 

1878: 

(Pemberlakuan 

konsep 

opgezetenen) 

 

Akta Konsesi 

1884 

Akta Konsesi 1892: 

(memiliki karakter 

persoonlijk) 

akta ini (angka 3 

nya) yang 

menunjukkan 

Inlandsch 

Bestuur, namun 

sebaliknya jika 

melihat pasal 14 

(terkait dengan 

kewajiban 

penyediaan peta 

dan surat ukur 

tanah konsesi) 

umum 

merujuknya 

kepada 

Europeesch 

Bestuur.107 

 

Pemanfaatan konsesi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda juga 

tercermin dalam pembangunan dan pengelolaan perkeretaapian, tujuan 

utama perkeretaapian adalah untuk mobilisasi hasil perkebunan untuk 

dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan Keputusan Koninklijk 

Besluit (Keputusan Raja/Peraturan Pusat) Nomor 270 tanggal 28 Mei 1842 

Pemerintah Hindia Belanda mengatur pembangunan jalur kereta api di 

Pulau Jawa (Semarang-Kedu-Yogyakarta/Surakarta).
109

 Sejak pertama kali 

pemerintah Hindia Belanda mengajukan ide pembangunan jalur kereta api, 

hal ini menarik perhatian para pengusaha Belanda. 

                                                           
107 Lekkerkerker, J.G.W. Concessie en Erfpachten ten behoeve van 

Landbouwondernemingen in de Buitengewesten van Nederlands Indie. (Groningen-Den 

Haag: JB.Wolters, 1928). hlm 112. 
109 Tim Telaga Bakti Nusantara, Sejarah Perkeretaapian Indonesia, jilid 1, (Bandung: 

Angkasa, 1977), hlm 49. 
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Beberapa pengusaha Belanda menawarkan penanaman modal serta 

permohonan konsesi terhadap Pemerintah Hindia Belanda, namun saat itu 

adanya penolakan dari J. Rochussen Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

pada tahun 1846. J. Rochussen mengajukan permohonan dan tetap 

menekankan dana untuk dapat disediakan oleh Pemerintah Kerajaan 

Belanda sendiri, hingga tahun 1851 Gubernur Jenderal A.J Duymaer Va 

Twist mengusulkan hal yang berbeda. A.J Duymaer Va Twist memberikan 

usul kepada Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mempertimbangkan 

permohonan konsesi dari pihak pengusaha Belanda. Usulan tersebut pada 

akhirnya diterima oleh Parlemen Belanda hingga dikeluarkan Surat 

Keputusan No. H.22 Ind.Stb 1853 Nomor 4 pada tanggal 31 Oktober 1852 

oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Surat tersebut berisi keputusan yang 

menetapkan untuk memberikan kelonggaran bagi para partikelir dengan 

maksud mendapatkan izin konsesi atas pembuatan jalur kereta api serta 

pengusahaan kereta api.
110

 Dalam catatan sejarah konsesi kereta api di 

Pulau Jawa diberikan kepada Kongsi pengusaha belanda yang didirikan 

oleh W. Poolman, Alex Frazer, dan E.H Kol yang dikenal dengan nama 

Naamlooze Venootschap Nederlandsch-Indishe Spoorweg-Maatschappij 

(N.V. NISM) pada tanggal 28 Agustus 1862, hal ini berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 1.
111

 Izin konsesi yang diberikan 

kepada N.V. NISM adalah untuk membuat jalur kereta api dan mengelola 

usaha kereta api, hal ini berlangsung hingga tahun 1864. Pada tahun 1875 

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan badan usaha kereta api milik 

pemerintah (Staatsspoorwegen/SS)
112

 yang meliputi beberapa wilayah 

utama, yaitu Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
113

 

Dari beberapa catatan sejarah perkembangan dan pengelolaan usaha 

perkeretaapian tersebut, terlihat bahwa konsep konsesi pembangunan dan 

pengelolaan usaha perkeretaapian dilaksanakan melalui berbagai macam 

sistem. Pertama pemerintah Hindia Belanda memasang perkeretaapian 

dan memanfaatkannya, kemudian disewakan kepada pengusaha (partikelir) 

                                                           
110 Ibid., hlm 50. 
111 Yoga, Prabowo, Diaz, Kereta Api di Indonesia, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 

2017), hlm 12. 
112 Reneke Adriaan Eekhout, Aanleg van staatsspoorwegen in Nederlandsch Borneo en 

Zuid-Sumatra, (Leiden: EJ Brill, 1891), hlm 1-31. 
113 R Ravico, Loc.cit. 
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dengan memungut sewa dan bunga 3%. Kedua, pihak swasta membangun 

rel kereta api dan memungut uang sewa dari pihak swasta, serta 

mendampinginya untuk jangka waktu tertentu hingga seluruh jumlah 

tersebut dikembalikan kepada pemerintahan Hindia Belanda.
114

 

Untuk mengakhiri pembahasan mengenai penerapan konsesi pada 

masa Indonesia sebelum kemerdekaan, penulis memaparkan penerapan 

konsesi pertambangan dan minyak bumi berdasarkan Indische Mijn Wet 

1899. Kembali ke masa lampau, peraturan Belanda tentang pertambangan 

sebelumnya telah dibatasi oleh Undang-undang Pertambangan Tahun 

1791, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Pertambangan 

Tahun 1810.
115

 Undang-undang inilah yang menjadi dasar Indische Mijn 

Wet 1899 yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 

mengatur pertambangan di wilayah Bumi Nusantara, yang selanjutnya 

peraturan pelaksanaannya sesuai Ordonansi Pertambangan tahun 1906 

(Mijnordonantie).
116

 Perubahan Indische Mijn Wet 1899 terutama 

disebabkan oleh keinginan Kerajaan Belanda untuk menguasai industri 

pertambangan sehingga peraturan tersebut berisikan agar pemerintah 

Hindia Belanda mengatur perizinan industri minyak bumi dan 

pertambangan, termasuk batubara, batu permata, dan berbagai logam 

mulia.
117

 

Pengaturan perizinan yang terdapat dalam setiap peraturan 

pemerintah Belanda, sampai dengan Indische Mijn Wet 1899 di Bumi 

Nusantara, berbentuk konsesi pada saat izin pertambangan diberikan.
118

 

Hal ini didasari oleh keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk 

                                                           
114 Lasmiyati, ―Transportasi Kereta Api di Jawa Barat Abad Ke-19 (Bogor-Sukabumi-

Bandung)‖, Patanjala Vol. 9 No. 2 Juni 2017: 197- 212 
115 Roggenkamp, M M. "Ownership rights of subsoil minerals; Het eigendomsrecht op 

ondergrondse delfstoffen."Nederlands Tijdschrift voor Energierecht Journal Vol. 2; Journal 

Issue 2; Mar-Apr 2003page(s) 55-61. ISSN 1570-792X; TRN: NL03E0863 
116 Mijnordonantietahun 1906 (Ordonansi Pertambangan) menambah dan mengubah 

Indische Mijn Wet 1899 tidak dapat dilepaskan dari keinginan Kerajaan Belanda saat itu 

untuk menguasai sepenuhnya industri tambang, lihat lebih lengkap pada artikel yang 

dimuat dalam: IsGeschiedenis, Historie Van De Mijnbouw in Limburg, Nederlands,1 

oktober 2013, https://isgeschiedenis.nl/nieuws/historie-van-de-mijnbouw-in-limburg.  
117 Sutaryo Sigit, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia. (Jakarta: 

Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, Juli 2004), hlm 99-100. 
118 Tri Hayati, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya 

Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 

(2019): 768-787, E-ISSN: 2503-1465. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/historie-van-de-mijnbouw-in-limburg
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menguasai industri pertambangan dan memperoleh keuntungan besar dari 

industri pertambangan. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda pada waktu itu membuka peluang seluas-luasnya bagi pengusaha 

asing asal Belanda, Eropa, dan Timur untuk ikut serta dalam pengelolaan 

industri pertambangan.
119

 Dalam bukunya, Tri Hayati mencatat sejarah 

perkembangan peraturan perminyakan dan pertambangan pada masa pra 

kemerdekaan sebagai berikut:
120

 

 

Tabel 2. Sejarah Perkembangan Pengaturan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Masa Pra Kemerdekaan 

No. Regulasi Keterangan 

1. Undang-Undang 

Pertambangan Tahun 

1810 

 Tahun 1850 diberikan izin konsesi kepada 

Pengusaha Belanda di Pulau Belitung untuk 

penambangan timah  

 Pemerintah Hindia Belanda membentuk 

perusahaan jawatan pertambangan yang di kenal 

dengan ―Dienst vanhet Mijnwezen‖ pada tahun 

1852 

 Tahun 1860 berdiri Perusahaan Timah swasta 

dengan nama Biliton Maatschappij,
121

 

menandakan begitu besar eksploitasi yang 

dilakukan pengusaha asing dan memberikan 

keuntungan kepada pihak Pemerintah Hindia 

Belanda 

 

2.  Indische Mijn Wet 

1899 

 Dibuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk 

Mijnordonantie pada tahun 1906 

 Kebijakan tambang yang diatur dalam Indische 

Mijn Wet 1899 beserta peraturan 

pelaksanaannya hanya menguntungkan Pihak 

Pengusaha asing dan Pemerintah Hindia 

Belanda. 
122

 

                                                           
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Hartana, ―Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia‖, Jurnal Komunikasi Hukum 

(JKH) Vol 5, No 1 (2019), http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16781 
122 Muhammad Ariyon, loc.cit. 

http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16781
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No. Regulasi Keterangan 

 

3.  Tahun 1910: Indische 

Mijn Wet 1899 

diamandemen dengan 

penambahan Pasal 5A 

 Pasal 5A dikenal dengan bentuk ―KONTRAK 

5A‖, di mana kontrak 5A berbeda dengan 

konsesi, kontrak 5A ini digunakan apabila pihak 

pengusaha pertambangan bukan Pengusaha 

Belanda atau Hindia Belanda 

 

4. Tahun 1918: 

Amandemen terhadap 

Pasal 5A 

 Pada masa ini amandemen dari Pasal 5A 

Indische Mijn Wet 1899 memberikan 

kewenangan untuk Pemerintah Hindia Belanda 

melakukan penambangan dan penyelidikan 

sendiri (selama hal tersebut tidak bertentangan 

konsesi yang telah diberikan sebelumnya 

kepada pihak lain). 

 Ketika pihak Pemerintah Hindia Belanda ingin 

melaksanakan sendiri kegiatan penambangan 

dan penyelidikan, maka Pemerintah Hindia 

Belanda dapat melakukan perjanjian dengan 

pihak lainnya, baik Badan usaha maupun 

perorangan  

 Perjanjian kerja sama yang dimaksud di atas 

tidak harus disahkan dengan Undang-undang. 

 

Lebih lanjut Tri Hayati menjelaskan perbedaan dari ciri-ciri dari 

konsesi dengan KONTRAK 5A sebagai berikut: 
123

 

 

Tabel 3. Perbedaan Konsesi dengan KONTRAK 5A 

KONSESI KONTRAK 5A 

 Hak pengusahaan bahan 

galian secara mutlak 

berada di tangan 

pemegang konsesi; 

 Pembagian hasil dengan 

 Hak dan kewajiban untuk kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi ditentukan dengan 

rinci dalam kontrak; 

 Pemerintah mendapatkan maksimum 20% 

dari keuntungan bersih; 

                                                           
123 Tri Hayati, Perizinan pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi 

tentang Perizinan pertambangan Timah di Pulau Bangka. (Jakarta: Badan penerbit FHUI, 

2012), hal.75 
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Pemerintah berupa 

pungutan yang 

berhubungan dengan 

usaha pertambangan; 

 Kewenangan lain yang 

dimiliki: membangun 

berbagai fasilitas 

penunjang diwilayah 

konsesi. 

 

 Kewenangan sesuai yang dirinci dalam 

kontrak; 

 Kepemilikan dan pengusahaan dilaksanakan 

sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda 

(diutamakan tambang besar dan vital), 

KONTRAK 5A digunakan lebih banyak 

untuk tambang non vital;
124

 

 Pengusahaan dilaksanakan patungan antara 

Pemerintah Hindia Belanda dan swasta;  

 Kepemilikan tetap di tangan Pemerintah 

Hindia Belanda, tetapi pengusahaannya 

diserahkan kepada pihak swasta berdasarkan 

kontrak; 

 Pihak swasta yang mengusahakan 

pertambangan di Hindia Belanda 

kebanyakan berdasarkan atas Izin Konsesi 

karena KONTRAK 5A digunakan apabila 

pihak pengusaha pertambangan bukan 

Pengusaha Belanda atau Hindia Belanda 

 

 

Memasuki masa pemerintahan Jepang pada tahun 1942-1945, istilah 

konsesi digunakan tidak hanya untuk menyebut bidang usaha yang 

dikelola oleh pemerintah.
125

 Menurut etimologinya, konsesi adalah sebagai 

hak eksklusif untuk kegiatan tertentu dan memperoleh keuntungan darinya.
 

126
 Pemerintah Jepang memberikan konsesi di bidang politik dan militer

127
, 

                                                           
124 Ibid., bahan tambang yang dianggap kurang penting seperti: pasir, batu gamping, dan 

lempung. 
125 Yasmis, ―Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia‖, Jurnal Sejarah Lontar Vol. 

4 No. 2 Juli-Desember 2007. Konsesi di beberapa sektor usaha yang memuat pola dominasi 

pihak Pemerintah yang berkuasa dipertahankan semasa pemerintahan Jepang, namun untuk 

sektor konsesi Kereta Api Pemerintah Jepang mengambil alih pengelolaan sepenuhnya, 

ketika Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pengelolaan kereta api dikuasai oleh dua 

badan usaha yakni Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) sebagai badan 

usaha swasta dan Staatsspoorwegen (SS) sebagai badan usaha negara, pada era 

pemerintahan Jepang menjadi Rikuyu Sokyoku sebagai Perusahaan Negara, lihat Arfita 

Meifiana Setiono, Gayung Kasuma. ―Dinamika Pegawai Perusahaan Kereta Api di Jawa 

Tahun 1945-1965‖, Verleden Jurnal Kesejarahan, Vol. 3, No.1, Desember 2013. 
126 Lihat hal 2 dari Bab I Disertasi tentang etimologi kata ―konsesi‖. 
127 Yasmis, Loc.cit. 
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konsep konsesi politik terus berlanjut hingga awal kemerdekaan Indonesia, 

menjadikan Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem Royen, dan Konferensi 

Meja Bundar sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam 

memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.
128

 

Dasar hukum pelaksanaan konsesi pada masa pemerintahan Jepang 

adalah Pasal 3 Osamu Seirei Nomor 1 tahun 1942: ―semua badan 

pemerintahan dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari 

pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak 

bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer‖. Ketentuan ini juga 

dapat dimengerti karena berlaku pada pelaksanaan konsesi.
129

 

 

B. Pengaturan Konsesi Pasca Kemerdekaan Indonesia  

Penulis menjelaskan pengaturan konsesi pada masa pasca 

kemerdekaan dengan membaginya menjadi orde lama, orde baru, dan orde 

reformasi. Pembagian periode tersebut akan mencakup dua hal yang 

berkaitan dengan pembahasan pengaturan konsesi, yang pertama adalah 

arah kebijakan masing-masing periode kepemimpinan yang sering disebut 

dengan kebijakan politik. Menurut pendekatan hukum, tentu akan lebih 

baik jika dipahami menggunakan pendekatan politik hukum dalam tiap-

tiap periode.
130

 Kedua, pembahasan mengenai pengaturan konsesi tidak 

lepas dari pengertian konsesi itu sendiri, yaitu suatu bentuk tindakan 

pemerintah yang mengandung unsur kesepakatan dengan orang atau badan 

usaha selain penyelenggara negara untuk pengelolaan fasilitas 

umum/kepentingan umum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsesi 

tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi yang terlibat.
131

 Penulis 

                                                           
128 Ide Anak Agung Gde Agung, Twenty years Indonesian foreign policy 1945–1965, 

(Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018). 
129 JB. Daliyo, Op.cit, hlm 21–23. 
130 Karena dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai pembagian masa pasca kemerdekaan 

lebih di kenal dengan pembagian berdasarkan periode Undang-undang Dasar (konstitusi) 

yang berlaku dalam suatu masa, seperti: 

 Masa 1945-1949 (UUD 1945) 

 Masa 1949-1950 (Konstitusi RIS) 

 Masa 1950-1959 (UUDS 1950) 

 Masa 1959-sekarang (UUD 1945) 
131 Pada bagian pembahasan tentang karakteristik konsesi dalam konsep perjanjian akan 

diterangkan unsur ekonomi dalam konsesi lebih lanjut. Mengutip Statutory Instruments 

2016 No. 273 Public Procurement, England and Wales Public Procurement, Northern 
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kemudian menguraikan pengaturan konsesi yang berkembang pada masa 

pasca kemerdekaan di sejumlah bidang pemerintahan, seperti konsesi 

perkebunan (mencakup pertanian dan kehutanan), konsesi pertambangan 

(mencakup batubara, minyak dan gas), konsesi kereta api hingga 

pelabuhan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai karakteristik suatu konsesi dan dapat memberikan 

perbandingan perkembangan suatu konsesi dari waktu ke waktu. 

 

1. Masa Orde Lama 

―Indonesia akhirnya merdeka‖ demikian dituliskan oleh M.C 

Ricklefs dalam bagian ―Percobaan Demokrasi‖
132

 Kutipan tersebut untuk 

membuka era orde lama pada kepemimpinan Soekarno kisaran tahun 

1945-1966.
133

 Berdirinya pemerintahan orde lama merupakan masa transisi 

Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan kolonial pemerintah Hindia 

Belanda, masa transisi ini bersifat dualistik dan belum sepenuhnya 

menghilangkan sifat feodal eksploitatif yang ditinggalkan Belanda.
134

  

Pada masa orde lama, sistem penyelenggaraan pemerintahan 

mengalami dua kali perubahan, demokrasi parlementer liberal (1950-1959) 

dan demokrasi terpimpin (1959-1965).
135

 Kedua sistem tersebut memiliki 

satu kesamaan, yaitu dominasi Presiden
136

 yang bertentangan dengan 

amanat Pancasila dan UUD 1945 tentang makna pemisahan 

                                                                                                                                     
Ireland about The Concession Contracts Regulations 2016: ―Concession contracts to which 

these Regulations apply Principle of equal treatment, non-discrimination and 

transparency……(7) When calculating the estimated value of the concession contract, 

contracting authorities and utilities shall, where applicable, take into account in 

particular….(c) payments or any other financial advantages, in any form, from the 

contracting authority or utility or any other public authority to the concessionaire, 

including compensation for compliance with a public service obligation and public 

investment subsidies; (d) the value of grants or any other financial advantages, in any form, 

from third parties for the performance of the concession contract….‖ 
132 M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200–2004, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2007), hlm 471. 
133 An online timeline of Indonesian History, diakses pada 05 Mei 2022 Pkl 11.33 WIB, 

http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah08.shtml 
134 Budi Suryadi, ―Perkembangan dan Kegagalan Sistem Politik di Indonesia‖, Jurnal 

Charta Publika, Vol. I, Nomor 2, Januari-Juni 2011, hlm. 75-166 
135 Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Indonesia in the 1990s), (NSW-Australia: Allen 

Unwin, 1994), hlm 5-8. 
136 Budi Suryadi, Loc.cit. 
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kekuasaan/separation of power, demikian gambaran pemerintahan masa 

orde lama dalam keadaan yang tidak stabil.
137

 

Adapun pengaturan konsesi pada masa orde lama sebenarnya sudah 

ada sejak masa persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga era 

pemerintahan orde lama. Pada periode ini, istilah ―konsesi politik dan 

militer‖ terkandung secara tersirat ataupun tersurat dalam banyak 

perjanjian mulai dari Perjanjian Linggarjati Renville
138

 hingga Roem 

Royen dan Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan upaya Belanda untuk 

tidak benar-benar membiarkan Indonesia merdeka.
139

 Catatan sejarah 

mengenai konsesi dalam Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di 

Den Haag-Belanda pada tahun 1948 bagian A Pasal 1 angka 1 dituliskan 

sebagai berikut: ―Hak Konsesi yang diperoleh sejak zaman Penjajahan 

Belanda dan masih berlaku pada saat pengakuan kedaulatan, tetap 

dihormati sampai berakhirnya masa pemberian Hak Konsesi tersebut‖.
140

 

Pengaturan ini merupakan warisan dari perjanjian konsesi yang dimiliki 

para pengusaha Hindia-Belanda pada masa transisi. 

Memasuki pemerintahan orde lama, pembacaan teks Proklamasi 

Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 pada 18 

Agustus 1945
141

 menegaskan bahwa pengaturan konsesi utama pada masa 

orde lama didasarkan pada Pasal II aturan peralihan Undang-Undang 

Dasar 1945 yakni ―segala badan negara dan peraturan yang ada masih 

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

undang Dasar ini‖
 142

, demikian pula peraturan-peraturan pemerintah 

                                                           
137Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, ―Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia 

Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era 

Reformasi‖, Jurnal Pelita Bangsa Vol 13, No 2 (2018), ISSN: 1907-5901. 
138 Yuhan Cahyantara, Renville 1947: Mencari Sisi Terang di antara Sisi Gelap 

Perundingan, (Jogjakarta: Program studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata 

Darma, Agustus 2007), hlm 35. 
139 Ide Anak Agung Gde Agung, Loc, cit. 
140 Mr. Teuku H. Mochammad Hasan, Sejarah Perjuangan Perminyakan Nasional, 

(Jakarta: Yayasan sari pinang Sakti, 1985), hal. 65 
141 Yulianta Saputra, ―Sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia‖, Vivajusticia.net (Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada), tanggal 26 Februari 2018, 

https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-

republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/ 
142 JB. Daliyo, Op.cit, hlm 23–24. 

https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/
https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/
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sebelumnya, yaitu Pemerintah Hindia Belanda, sepanjang memenuhi satu 

syarat mutlak, yaitu semangat dan rasa nasionalisme Bangsa Indonesia. 

Mengulas tentang konsesi pertambangan pada masa orde lama, 

dikenal dengan ―Mosi Teuku Mochmmad Hasan‖ dalam surat DPR RI 

Nomor Agd.1446/RM/DPRRI/1951 yang berisi pengajuan mosi atau 

usulan sebagai berikut:
143

 

1) Bahwa sebagian besar ekonomi rakyat baik dalam usaha 

pertambangan, maupun di luar pertambangan masih dikuasai oleh 

Belanda dan pihak asing lainnya. Antara lain perusahaan-perusahaan 

besar seperti KLM (maskapai Penerbangan), KPM (maskapai 

Pelayaran), BPM dan NKPM (maskapai Perminyakan) masih 

dikuasai pihak Belanda. Sedangkan ekonomi kelas menengah dan 

sedang masih dikuasai oleh sekelompok pedagang Cina;  

2) Bahwa sebagian besar pengusahaan kekayaan bahan galian 

tambang, berdasarkan Indische Mijn Wet 1899, masih dikuasai oleh 

para pemegang Konsesi Pertambangan;  

3) Bahwa bila tambang-tambang tersebut diusahakan dengan sungguh-

sungguh, maka hasilnya tentu dapat digunakan untuk menutupi 

sebagian besar dari APBN. Berarti hasil pertambangan dapat 

mengurangi dan sekaligus meringankan beban rakyat, dalam 

kewajibannya untuk membayar pajak untuk membiayai Negara 

tersebut. Dengan demikian hasil pertambangan itu telah 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat 

tercapai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 angka (3) UUDS 

1950 dan Pasal 33 angka (3) UUD 1945. 

Usulan ini mendapat tanggapan positif dari Sukarno yang 

membentuk Panitia Negara untuk menyusun rancangan undang-undang 

khusus industri pertambangan hingga diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1959 tentang pembatalan Hak-Hak Pertambangan 

beserta Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1959. Berdasarkan UU tersebut, hak pertambangan yang diberikan 

sebelum tahun 1949 namun belum dilaksanakan dinyatakan batal. Areal 

eks-konsesi kembali dinyatakan sebagai kawasan bebas dan kemudian 

                                                           
143 Mr. Teuku H. Mochammad Hasan, Op.cit, hlm 59 
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diberikan hak pertambangan pada kawasan tersebut (khusus hanya kepada 

perusahaan negara dan perusahaan daerah).
144

 

Pada tanggal 26 Oktober 1960 diundangkan Undang-Undang 

Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas 

Bumi. Pada bagian penjelasan undang-undang tersebut jelas terlihat bahwa 

penggunaan istilah konsesi erat kaitannya dengan ―manifesto politik‖ 

Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tersebut, konsesi bukanlah konsep yang tepat dalam 

pengelolaan tambang minyak dan gas bumi sesuai dengan UUD.
 145

 

                                                           
144 Ibid. 
145 Pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi bagian umum: 

Angka 4:  ―Berhubung Negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai, maka 

tidaklah dapat diberikan kepada Perusahaan Negara hak-haklain yang lebih daripada 

menguasai itu. Itu sebabnya, didalamperaturan pemerintah pengganti undang-undang 

tentangPertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, yang dapat diberikan kepadaPerusahaan 

Negara adalah kuasa usaha pertambangan atau secararingkas disebut kuasa pertambangan. 

Dengan demikian, maka dapatlah dinyatakan, bahwa sungguh-sungguh hak konsesi dan 

hak-hak lain atas wilayah pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan ―Indische 

mijnwet‖. Stbl. 1899 No. 214 jo. 1906 No. 434, sebagaimana diubah dan ditambah tidak 

berlaku lagi, oleh karena hak-hak itu seperti yang tersebut dalam Manifesto Politik 

tidak sesuai lagi dengan alam pikiran bangsa Indonesia.‖ 

Angka 5: ―Perusahaan asing selama ini memperoleh hak-hak konsesi ataswilayah-wilayah 

pertambangan berdasarkan ―Indische mijnwet‖ tersebut dan dengan demikian mempunyai 

kekuasaan atas bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang ditambangnya, 

yangbertentangan dengan Undang-undang Dasar. Dengan berlakunyaperaturan pemerintah 

pengganti undang-undang tentangPertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, maka 

kedudukan perusahaan asing yang bekerja di Indonesia di dalam lapangan 

pertambangan minyak dan gas bumi akan berlainan sama sekali. Perusahaan 

asingtidak mungkin lagi memperoleh hak-hak pertambangan atas wilayahIndonesia yang 

tertentu. Hanya perusahaan negaralah yang dapat menguasai suatu wilayah 

pertambangan minyak dan gas bumi, hak inipun jauh berlainan dengan hak konsesi 

yang lama….‖ 

Dapat dipahami konsesi melalui Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 dilekatkan 

dengan makna politiknya sebagai peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, bukan sebagai 

hak ataupun instrumen administratif yang dapat digunakan oleh Pemerintah, tentunya di 

masa sekarang hal ini berubah silahkan lihat pengaturan konsesi dalam Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan lihat Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 jo. Pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai uji materi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) 

tentang konsesi sebagai bentuk izin yang memaknai penguasaan oleh Pemerintah, campur 

tangan serta kendali dari pemerintah. 
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Pengaturan mengenai hak pengusahaan perkebunan pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda, juga mengalami perubahan yang signifikan 

pada masa orde lama, dengan munculnya konsep yang dikenal dengan 

istilah ―landreform‖ yang terdiri dari dua hal pokok, yaitu pengelolaan dan 

kepemilikan yang menyertainya.
146

 Pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda, pengelolaan kehutanan hingga perkebunan didasarkan pada 

Reglemen Kehutanan 1865, Domeinverklaring 1870, akta konsesi 1877, 

akta konsesi 1878, akta konsesi 1884, hingga akta konsesi 1892, yang 

melibatkan feodalisme dan eksploitasi untuk keuntungan Belanda. Pada 

masa orde lama, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sejumlah 

peraturan perundang-undangan yang berlandaskan konsep landreform, 

yang menghapuskan konsep eksploitasi feodal atas kepemilikan oleh 

Belanda Hindia:
147

 

(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-

tanah Partikelir 

(2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

(3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 
148

 

                                                                                                                                     
Namun yang utama dari memahami sejarah pengaturan konsesi, maka kita mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan konsesi. 
146 Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, Dian Aries Mujiburahman, ―Kebijakan 

Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, 

Orde Baru, Dan Orde Reformasi)‖, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1 September 2018 e-

ISSN 2622-9714. 
147 Ibid. 
148 Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan singkatan 

UUPA tegas diatur perubahan hak konsesi (concessie) menjadi Hak Guna Usaha, hal ini 

terdapat dalam ketentuan konversi Pasal IV: 

―(1)  Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 

satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan 

kepadaMenteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha; 

(2)  Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka 

concessiedan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi 

paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya; 

(3)  Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam 

angka (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh 

MenteriAgraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie 

atausewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun 

sesudahitu berakhir dengan sendirinya.‖ 
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(4) Undang-undang Nomor 56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian, dan  

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pelaksanaan Ganti Kerugian. 

 

Pembahasan pengaturan konsesi kereta api pada masa orde lama 

dimulai dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
149

 tahun 1948 tentang 

pemeliharaan konsesi milik pemerintah Hindia Belanda saat itu dan 

pengusaha nonpribumi. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1956 yang menyangkut Pembatalan Hubungan Indonesia-

Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, yang 

selanjutnya berlaku Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda
150

, pengelolaan 

perkeretaapian diambil alih oleh Perusahan Dajwatan Kereta Api (DKA) 

milik Pemerintah Indonesia, kemudian berganti nama menjadi Perusahaan 

Negara Kereta Api (PNKA) Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22, 

1963.
151

 Perusahaan Kereta Api Negara (PNKA) menerapkan sistem 

pengelolaan perkeretaapian yang sepenuhnya dikelola oleh Badan Usaha 

Milik Negara. 

                                                                                                                                     
Dalam Pasal 28 UUPA Hak guna usaha diartikan sebagai ―hak untuk mengusahakan tanah 

yang dikuasai langsung olehNegara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna 

perusahaanpertanian, perikanan atau peternakan.‖ 
149 Kenneth D. Thomas & Bruce Glassburner, ―Abrogation, take‐over and nationalization: 

The elimination of Dutch economic dominance from the republic of Indonesia‖, Australian 

Outlook, 19:2, 158-179, (1965), DOI: 10.1080/10357716508444203 
150 Waskito Widi Wardodjo, ―Ekonomi Indonesia 1950 an dan Penguasaan Negara terhadap 

Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949‖, Indonesian Historical Studies, Vol. 2, No. 2, 

96-106, tahun 2018. Pengaturan konsesi di sini memiliki masalah karena terdapat 

perbedaan antara Pengambilalihan terhadap perusahaan kereta api swasta yang berdasarkan 

ordonnantie medewerking bedrijven dengan pengambalihan perusahaan swasta berdasarkan 

hubungan perjanjian (overeenkomst) dengan Pemerintah yang mengandung ketentuan 

tentang besarnya jumlah uang penggantian yang setiap tahun harus dibayarkan oleh 

pemerintah terhadap perusahaantersebut. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri 

Perhubungan RI tanggal 26 Februari 1953.  

NISM sebagai Perusahaan swasta Belanda tidak menerima hal tersebut hingga mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Internasional di Jerman pada tahun 1960, namun gugatan ini di tolak 

dengan alasan bahwa proses Nasionalisasi dapat dilakukan oleh Negara yang telah 

berdaulat. Hal ini sejalan dengan Kebijakan pembatalan perjanjian KMB dan pengesahan 

UU Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda pada 1958. 
151 Arfita Meifiana Setiono, Gayung Kasuma. ―Dinamika Pegawai Perusahaan Kereta Api 

di Jawa Tahun 1945-1965‖, Verleden Jurnal Kesejarahan, Vol. 3, No.1, Desember 2013. 
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Dapat dimengerti bahwa konsep konsesi pada masa orde lama masih 

bersifat feodalistik karena konsep ini sudah ditinggalkan oleh pemerintah 

Hindia Belanda dan seluruh peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Dalam kaitannya dengan semangat nasionalisme, tidak 

jarang ―konsesi‖ dianggap bertentangan dengan makna nasionalisme itu 

sendiri, tidak sesuai dengan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai 

konsep yang erat kaitannya dengan penjajah. Terlebih dalam situasi politik 

pada masa orde lama yang belum stabil, pencarian bentuk pemerintahan 

yang diinginkan (das sollen) masih terus dilakukan. Pendapat penulis 

dalam hal ini menjadi alasan mengapa istilah konsesi tenggelam di 

Indonesia dan muncul kembali di kemudian hari dengan berbagai istilah 

yang berbeda. 

 

2. Masa Orde Baru 

Jejak historis tentang pengaturan konsesi pada masa Pemerintahan 

Orde Baru kepemimpinan Soeharto berkisar tahun 1967-1998,
152

 Di bawah 

kepemimpinan Soeharto Masa Orde Baru ditandai dengan Surat Perintah 

11 Maret Tahun 1966 yang dikenal dengan Supersemar
153

 dan dikukuhkan 

dengan sebuah Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan 

dan Pengukuhan Supersemar.
154

 

Beberapa pakar ekonomi menyebutkan Indonesia berada dalam 

kondisi kacau
155

 dengan kondisi perekonomian yang memburuk yang 

                                                           
152 Michael R.J. Vatikiotis, Indonesian Politics Under Suharto (The Rise and Fall of the 

New Order) Third edition, (New York: Routledge, 1998) hlm 1-31.  
153Michael R.J. Vatikiotis, Op.cit, hlm 22–23. Dalam pembahasan untuk mengetahui jejak 

sejarah pengaturan konsesi, Penulis dalam hal ini memberikan batasan dalam melakukan 

penelitian dan pembahasan tentang pro-kontra dari keberadaan Supersemar, namun untuk 

melihat pro-kontra tersebut lebih lanjut silahkan lihat kepada buku A. Pambudi, 

Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), ISBN: 

9789797880941. 
154 Adi Sudirman, Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Sampai 

Kontemporer, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm 309. ISBN: 9786023916573, 

6023916570. 
155 Abdul Hakim, ―Perbandingan Perekonomian Dari MasaSoekarno Hingga Susilo 

Bambang Yudhoyono (1945- 2009)‖, Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 

2012, Hal 161-180 dan Ida Bagus Gede Udiyana, ―Struktur Dan Sistem Pembangunan 

EkonomiIndonesia Masa Orde Baru‖, Forum Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Tahun 

2008, hlm 41-52. 
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ditandai dengan kondisi hiperinflasi
156

 sisa pemerintahan orde lama yang 

tidak pernah stabil karena situasi politiknya. Hal ini dapat dipahami dari 

tujuan pokok atau arah kebijakan yang diambil pada masa orde lama, yang 

selalu mengacu pada cita-cita dan tujuan politik. Tentu saja dalam 

pandangan ideal ini, hubungan Indonesia, khususnya dengan negara-

negara Barat kurang baik sehingga mengakibatkan Indonesia hanya 

menerima bantuan ekonomi dari Blok Timur. Orde Lama juga 

memberikan intervensi langsung dalam setiap kegiatan ekonomi dari sudut 

pandang ideologi (lihat peraturan perundang-undangan yang diundangkan 

pada masa kepemimpinan Sukarno yang memberikan kekuasaan kepada 

perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengelola banyak bidang), 

yang disebut dengan ekonomi terpimpin.
157

 Hal ini berubah pada masa 

Orde Baru. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing menjadi cerminan arah kegiatan ekonomi dan politik masa 

Soeharto.
158

 Undang-undang tersebut mengutamakan agar Indonesia 

membuka diri terhadap penanaman modal asing dalam pembangunan 

ekonomi.
159

 Hal ini sesuai dengan amanat dalam Ketetapan MPRS No. 

XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera tanggal 12 April 

1966 yang bertujuan melakukan perbaikan ekonomi, mewujudkan 

stabilitas ekonomi dan politik.
160

 Pemerintah membuat program jangka 

pendek sebagai bentuk tindakan nyata, yang dikenal dengan Rencana 

                                                           
156 Ida Bagus Gede Udiyana, Op. Cit, hlm 41. Pengertian Inflansi menurut Bank Indonesia 

adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu 

tertentu, lihat https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx diakses 

pada tanggal 11 Mei 2022 Pkl 12.42 WIB. 
157 Mohammad Sadli. Pembentukan Kebijaksanaan Ekonomi di Masa Orde baru: Berbagai 

Dilema dan Resolusinya. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1987) 
158 Eni Susanti, ―Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981‖, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah 

Volume 4, No. 3, Oktober 2016, hlm 778-792. 
159 M.C Ricklefs, opcit, dengan judul sub bab ―Masa Keemasan Orde Baru 1976-88‖, hlm 

593-596. 
160 Eni Susanti, Op. Cit, hlm 782. Konsep pembangunan ekonomi semasa pemerintahan 

orde baru digawangi oleh WidjojoNitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, 

Mohammad Sadli, serta J.B. Sumarlin yang keseluruhan ide mengacu kepada sistem pasar 

termasuk di dalamnya keterbukaan terhadap penanaman modal asing dan lebih bercorakan 

sistem ekonomi liberal.  

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx
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Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
161

 berdasarkan ketetapan MPRS 

No. XLI/MPRS/1968
162

, kemudian sebagai peraturan pelaksana tercantum 

dalam Keputusan Presiden Nomor 319 tahun 1968 yang ditandatangani 

pada tanggal 30 Desember 1968.
163

 Ada dua sektor utama pengelolaan 

yang berkaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan politik ekonomi
164

 

hubungannya dengan jejak pengaturan konsesi di awal masa Orde Baru 

sejalan dengan pencanangan REPELITA. Pertama, konsep pengelolaan 

tanah termasuk di dalamnya pertanian,
165

 perkebunan dan kehutanan.
166

 

Kedua, pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi.
167

 

Pengelolaan lahan baik lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

berdasarkan konsep landreform warisan Orde Lama mengalami perubahan 

signifikan pada masa Orde Baru.
168

 Hal ini dapat dimengerti karena 

perekonomian masa Orde Baru yang capital oriented 
169

 dan berlandaskan 

perekonomian liberal (sistem Pasar).
170

 Perubahan signifikan terlihat pada 

instrumen hukum dan kebijakan yang digunakan pada masa Orde Baru 

salah satunya adalah pengelolaan Perhutanan sebagaimana yang tertuang 

                                                           
161 CST. Kansil, Inti Pengetahuan Repelita (Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969-

1973), Cet.II, (Jakarta: Erlangga, 1970). 
162 CST. Kansil, Op., Cit, hlm 12. Sebelum hadirnya Ketetapan M.P.R.S. Nomor 

XLI/MPRS/1968 terlebih dahulu terbit ketetapan MPRS No. XIII pada tanggal 5 Juli1966 

tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, 

sehingga Ketetapan M.P.R.S. Nomor XLI/MPRS/1968 adalah penyempurnaan dari 

Ketetapan MPR sebelumnya. 

Dalam Pasal 1 Ketetapan M.P.R.S. Nomor XLI/MPRS/1968disebutkan, bahwa Tugas 

Pokok Kabinet Pembangunan antara lain ialah: 

1.  Mentjiptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagaisjarat untuk berhasilnja 

pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum; 

2.  Menjusun dan melaksanakan Rentjana PembangunanLima Tahun (ke-I). 
163 CST. Kansil, Op, Cit, hlm 13. 
164 Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, (Bandung: 

Binacipta, 1981), hlm, 133-134. Upaya penataan dalam Lembaga Administrasi 

Pemerintahan juga dilakukan demi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendorong 

bidang perekonomian dan social, serta menciptakan kebijakan-kebijakan untuk dapat 

berkoordinasi dengan sektor swasta sesuai dengan Program Repelita yang dicanangkan. 
165 Yeby Ma‘asan Mayrudin, ―Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era 

Pemerintahan Soeharto‖, Jurnal of Government- JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & 

Otonomi Daerah), Volume 4 | Nomor 1 | Juli-Desember 2018, hlm 75. 
166CST. Kansil, Op, cit, hlm 15. 
167 Eni Susanti, Op.cit, hlm 791-792. 
168 I Nyoman Nurjaya, Op., Cit. 
169 Michael R.J. Vatikiotis, Op.cit, hlm 26 
170Ibid, hlm 5-6 
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dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara nomor 8 Tahun 1967 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2823) yang sarat dengan pemberian konsesi 

eksploitasi sumber daya hutan.
171

 Selain itu, juga sebagai peraturan 

pelaksana dari UU Pokok Kehutanan tersebut diterbitkan juga Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil 

Hutan (HPH dan HPHH).
172

 

Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, banyak konsesi yang 

diberikan kepada pemilik modal asing dan pengusaha dalam negeri (Badan 

Usaha Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara) dalam bentuk HPH 

dan HPHH
173

 guna pemanfaatan sumber daya hutan Kalimantan, Maluku, 

Sumatera, Sulawesi, ataupun Irian Jaya. Pemberian konsesi berdasarkan 

UU Pokok Kehutanan melalui HPH dan HPHH terbukti memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
174

. Namun, 

faktanya konsesi yang diberikan kepada pemilik modal asing, perusahaan 

swasta, dan badan usaha milik negara tidak lepas dari masalah yang 

mewarnai masa Orde Baru, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN).
175

 Permasalahan utama dalam pemberian konsesi adalah tidak 

dilaksanakan secara terbuka dan selektif, ditambah lagi lemahnya 

pengawasan terhadap pelaksanaan konsesi.
176

 

Sektor pengelolaan yang kedua dengan melihat jejak pengaturan 

konsesi masa Orde Baru adalah pengaturan konsesi sektor pertambangan. 

                                                           
171 Herman Hidayat, Politik lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan 

reformasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 26. 
172 I Nyoman Nurjaya, Loc., cit. 
173 Herman Hidayat, Op. cit, hlm 2. Hal ini dapat dipahami dari tindak lanjut keberlakuan 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yakni semasa orde lama 

yang telah mengkonversi penggunaan istilah konsesi menjadi istilah lain seperti hak guna 

usaha. Namun baik Hak guna usaha maupun HPH atau HPHH tidak dapat dilepaskan dari 

pengertian konsep konsesi itu sendiri, hal ini yang membuat beberapa ahli di masa-masa 

selanjutnya menggunakan istilah berbeda-beda namun bila diteliti lebih lanjut 

pengertiannya tetap mengacu atau setidak-tidaknya beririsan dengan konsep konsesi.  
174 Tri Chandra Aprianto, ―Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru 

(1967-1973)‖, Historia, Vol. 3, No. 2 (Januari 2021): 397-414 
175 Herman Hidayat, Op., Cit, hlm 40. 
176 I Nyoman Nurjaya, Loc., Cit lihat juga kepada Michael R.J. Vatikiotis, Loc.cit, hlm 15. 
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Menggemakan konteks ekonomi kebijakan investasi asing pada masa Orde 

Baru, kasus ―freeport‖ era Suharto tidak dapat dipisahkan dari pembahasan 

sejarah perjanjian konsesi. Freeport dimulai pada tahun 1967, ketika 

kontrak karya Freeport ditandatangani pada tanggal 7 April 1967.
177

 Isi 

kontrak karya eksplorasi pertambangan di Gunung Ertsberg-Papua untuk 

jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun
178

, didasarkan 

pada kerangka hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
179

 

Catatan sejarah pengaturan konsesi dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1967 tidak terlepas dari upaya pemerintah Orde Lama untuk 

mengubah atau bahkan menghilangkan penggunaan konsesi.
180

 Selanjutnya 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, istilah yang dipertahankan 

dan digunakan adalah ―kuasa pertambangan‖ dan ―perjanjian kerja‖ 

(sekarang lebih dikenal dengan kontrak karya), yang dapat dipahami 

melalui ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, sebagaimana 

berikut: 

Penjelasan angka 5 :   Pengertian konsesi atas dasar Indonesiche 

Mijnwet memberikan hak yang terlalu kuat bagi 

pemegang konsesi itu. Pengertian yang 

sedemikian itu tidak dapat dipertahankan lagi 

dan oleh Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 

pengertian itu telah dihapus dan ditukar dengan 

kuasa pertambangan. Pengertian kuasa 

pertambangan masih tetap dapat dipertahankan 

dalam Undang-undang ini. 

                                                           
177 Hanto Nugroho, Adrianus. 2016. ―Kekuatan Modal Dan Perilaku Kekerasan Negara 

Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Freeport‖. Cakrawala Jurnal 

Penelitian Sosial 3 (1), Hlm 103. https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/70. 
178Denise Leith, "Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998." The Contemporary Pacific 

14, no. 1 (2002): 69-100. doi:10.1353/cp.2002.0023. lihat juga Karishma Vaswani, ―US 

firm Freeport struggles to escape its past in Papua‖, BBC News,9 August 2011, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14417718 
179 Agus Triyono, Dikky Setiawan, Muhammad Yazid, ―Karpet merah Kontrak Karya dari 

rezim Orba‖, Kontan-Liputan Khusus,04 April 2016, 

https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-

Orba- 
180 Lihat bagian Penjelasan atas Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi bagian umum bentukan Pemerintah Orde Lama. 

https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba-
https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba-
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Pasal 2 huruf i :   Kuasa pertambangan adalah wewenang yang 

diberikan kepada badan/perseorangan untuk 

melaksanakan usaha pertambangan; 

Pasal 15 :   (1)  Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 

14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau 

perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8 

dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa 

pertambangan. 

   (2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, 

luas wilayah dan syarat-syarat kuasa 

pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa 

penemuan bahan galian baik langsung oleh 

Pemerintah maupun dalam rangka pemberian 

kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

   (3) Kuasa pertambangan diberikan dengan 

Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri 

itu dapat diberikan ketentuan- ketentuan khusus 

di samping apa yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah yang termaksud dalam angka (2) 

pasal ini. 

   (4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan 

kepada perusahaan atau perseorangan lain 

bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam 

pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan 

Menteri. 

Penjelasan Pasal 15  :   Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang 

telah kita kenal selama ini, tetap dipergunakan 

istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang 

pokok antara pengertian konsesi lama dengan 

kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan 

dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan 

untuk melaksanakan usaha pertambangan dan 

tidak memberikan hak pemilikan pertambangan 

kepada si pemegang kuasa pertambangan. 
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Pasal 10 :   (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 

kontraktor apabila diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum 

atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh 

Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara 

yang bersangkutan selaku pemegang kuasa 

pertambangan. 

   (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan 

kontraktor seperti yang dimaksud dalam angka 

(1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan 

Negara harus berpegang pada pedoman-

pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat 

yang diberikan oleh Menteri. 

   (3) Perjanjian karya tersebut dalam angka (2) 

pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh 

Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat apabila menyangkut 

eksploitasi golongan a sepanjang mengenai 

bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 

Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian 

karyanya berbentuk penanaman modal asing. 

Penjelasan Pasal 10 :   Pasal ini menjadi dasar untuk kontrak karya baik 

dengan pihak modal dalam Negeri maupun 

dengan modal Asing. Konsultasi termaksud 

dilakukan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat c.q. Komisi yang bersangkutan. 

Penentuan penempatan Kontrak Karya dan 

pelaksanaannya diatur dengan cara yang paling 

menguntungkan bagi Negara dan masyarakat. 

 

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat dipahami penggunaan istilah 

kontrak karya kerja sama antara PT. Freeport dan pemerintah Indonesia 

sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Orde Baru itu sendiri. Terlepas 

dari pro dan kontra kebijakan pemerintah, kontrak karya ditandatangani 

dengan PT. Freeport dan dilakukan perpanjangan pada tahun 1991 sebagai 
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periode Kontrak Karya ke II dari PT. Freeport.
181

 Penulis membatasi diri 

pada kesimpulan bahwa pada awal masa Orde Baru, pengaturan konsesi 

sebagai alat administrasi dalam industri pertambangan telah dikurangi atau 

bahkan tidak digunakan, sedangkan konsep kedudukan pemerintah yang 

ada pada masa Orde Baru adalah sebagai penguasa yang kedudukannya 

menjadi pihak dalam suatu perjanjian karya/kontrak karya dan seringkali 

terikat pada hubungan keperdataan yang timbul dari perjanjian itu.
182

 

Jejak reduksi pengaturan konsesi juga terlihat dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang menghapuskan istilah konsesi 

namun tetap menerapkan konsep konsesi.
183

 Sesuai dengan tatanan sisa 

dari masa Orde Lama maka pada masa Orde Baru konsep pengelolaan 

migas diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan yang didirikan oleh 

negara, yaitu PERTAMINA
184

 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi 

Negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa minyak dan gas bumi 

merupakan mineral yang strategis, baik bagi perekonomian maupun 

kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
185

 Sejarah Pertamina 

sendiri tidak lepas dari nama Ibnu Sutowo yang menjabat sebagai Direktur 

                                                           
181 Denise Leith, The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia, (Honolulu: 

University of Hawaii Press, 2002), hlm 68-69. 
182 Ahmad Redi, ―Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan 

UUD NRI 1945‖, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm 613-638. 

Untuk lebih jelas silahkan lihat pembahasan melalui statute approach dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 jo. 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai uji 

materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) 

di hlm 615, dan hlm 630-631. 
183 Sukusen Soemarinda, Yeremias T. Keban, Muhadjir Darwin, dan Tumiran. ―Kebijakan 

Pertamina dalam Perdagangan Minyak Indonesia (1969–2015)‖. Populasi Volume 26 

Nomor 2 tahun 2018, hlm 84 
184 Pasal 1 (1) jo. Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dijelaskan: ―Dengan 

tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya 

masingmasing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan 

pertambangan minyakdan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan 

pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi. 

Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat 

PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu 

perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik 

Indonesia.‖ 
185 Muhammad Ariyon, Loc, cit. 
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Utama Pertamina pada tahun 1968 hingga 1976. Menurunnya permohonan 

konsesi dalam pengelolaan migas juga terlihat dari penerapan kebijakan 

yang diambil Ibnu Sutovo saat itu. Antara tahun 1968-1973 untuk 

pengelolaan Pertamina, Ibnu Sutowo menggunakan dua jenis kontrak kerja 

sama, yaitu kontrak bagi hasil dan kontrak karya.
186

 Dalam pengelolaan 

minyak dan gas bumi di dunia, terdapat lima bentuk utama penataan 

kontrak dan hukum perjanjian atau kontrak pengusahaan pertambangan, 

yaitu:
187

 

1. Konsesi (Concession); 

2. Kontrak Production Sharing (Production Sharing Contract); 

3. Kontrak Jasa Risiko (Risk Service Contract); 

4. Kontrak Jasa (Service Contract); 

5. Usaha Patungan (Joint Venture); 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan kontrak dan 

kepemilikan sumber daya mineral (termasuk minyak dan gas bumi) dalam 

bentuk perjanjian di atas, hanya ada dua model, yaitu:
188

 

1) Bersifat konsesioner, termasuk bentuk konsesi. Konsesi pada 

hakikatnya bersifat konsesioner, artinya pemegang konsesi bukan 

merupakan kontraktor negara untuk pengambilan minyak dan gas 

bumi, melainkan menjalankan hak penambangan minyak dan gas 

bumi sendiri serta menguasai hasil produksi berdasarkan konsesi 

yang didapatkan. 

2) Bersifat kontraktual, seperti kontrak bagi hasil, kontrak layanan 

risiko, kontrak layanan yang bersifat kontraktual. Perusahaan-

perusahaan yang menandatangani perjanjian ini merupakan 

kontraktor negara atau badan usaha milik negara dan melaksanakan 

usaha pertambangan minyak dan gas bumi di bawah kendali negara 

atau badan usaha milik negara sesuai dengan perjanjian yang 

                                                           
186 Madrusah, ―Kebijakan Yang Dikeluarkan Ibnu Sutowo Selama Memimpin Pertamina 

Tahun 1968-1973‖, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 3, Oktober 

2013, hlm 336-337. 
187 Haris Retno Susmiyati, ―Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 

Contract) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia‖, Risalah 

HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, Hal. 94- 104 Vol. 2, No. 2 
188 Rudi M Simamora. Hukum Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm 37. 
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ditandatangani. Konsekuensi dari status kontraktor adalah hasil 

produksi tetap menjadi milik negara. 

 

3. Masa Orde Reformasi 

Ditinjau dari kepemimpinan masa Reformasi, dibagi menjadi 4 masa 

kepemimpinan, yaitu Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (dikenal sebagai 

Bapak BJ. Habibie) pada tahun 1998-1999, Presiden Abdurahman wahid 

(dikenal dengan Gus Dur) pada tahun 1999–2001, Presiden Megawati pada 

tahun 2001–2004, sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

(dikenal dengan Bapak SBY) pada tahun 2004–2014.
189

 Beberapa 

permasalahan menonjol yang muncul pada masa transisi dari era Orde 

Baru ke Reformasi adalah KKN yang tidak terkendali pada rezim 

Soeharto,
190

 poros militer yang dominan,
191

 lemahnya pemisahan 

kekuasaan
192

 yang berujung pada ketidakstabilan politik, serta krisis 

ekonomi yang paling banyak melanda negara-negara di kawasan Asia, saat 

itu nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mencapai +Rp17.000,-.
193

 Dengan 

banyaknya permasalahan sisa era Soeharto maka dimulai lah era reformasi 

di bawah kepemimpinan BJ. Habibie. Upaya utama beliau adalah 

menstabilkan situasi politik dan ekonomi dalam negeri melalui pinjaman 

dari International Monetary Fund (IMF) kemudian sepanjang masa 

reformasi, pinjaman kepada IMF mengalami tarik-menarik dalam proses 

implementasinya.
194

 

Jika mengacu pada era Reformasi di bawah empat presiden berbeda 

pada periode 1998 hingga 2014, setidaknya mengacu pada tiga bidang 

                                                           
189 Greg Barton, ―Indonesia's Year of Living Normally: Taking the Long View on 

Indonesia's Progress‖, Southeast Asian Affairs, 2008, hlm. 123-

145,https://www.jstor.org/stable/27913356 
190 Ibid., hlm 141-143. 
191 Greg Barton, ―Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam‖, Politics & 

Policy, Volume 38, No. 3 (2010): 471-496. 
192 Budi Suryadi, Op,cit, hlm 91-95. 
193 Judith Bird, ―Indonesia in 1998: The Pot Boils Over‖, Asian Survey, Jan.- Feb., 1999, 

Vol. 39, No. 1, A Survey of Asia in 1998 (Jan.-Feb., 1999), hlm. 27-37, 

https://www.jstor.org/stable/2645591. Silahkan lihat juga ke artikel berita Desi Angriani, 

―Jejak Rupiah dari Masa ke Masa‖, Media Indonesia, Kamis 10 Mei 2018, Pkl 06:05 WIB, 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/159909/jejak-rupiah-dari-masa-ke-masa . 
194 Haryo Aswicahyono dan David Christian, Perjalanan Reformasi Ekonomi (Indonesia 

1997–2016), Economics Working Paper 02–2017, Centre for Strategic and International 

Studies (CSIS) Working Paper Series, hlm 1-15. 

https://www.jstor.org/stable/27913356
https://www.jstor.org/stable/2645591
https://mediaindonesia.com/ekonomi/159909/jejak-rupiah-dari-masa-ke-masa
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utama, yakni reformasi ekonomi, reformasi politik, dan reformasi 

demokrasi.
195

 Pendekatan pengelolaan konsesi pada masa reformasi erat 

kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengalami pasang surut pada 

tahun-tahun awal reformasi dan masih cukup stabil hingga pemerintahan 

SBY.
196

 Terkait dengan perjalanan bangsa Indonesia pada masa 

pemerintahan Orde Baru (yaitu Soeharto) hingga masa Reformasi, 

kebijakan ekonomi tidak terlepas dari intervensi asing, baik dalam hal 

penanaman modal (capital investment) maupun pemberian pinjaman/utang 

luar negeri dari luar negeri.
197

 Oleh karena itu, penerapan konsesi di 

beberapa departemen dan fasilitas pengelolaan sumber daya alam yang 

dikuasai negara untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan 

menjadi sumber pendapatan negara semakin dikembangkan pada masa 

reformasi. 

Pengaturan konsesi pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke 

masa Reformasi masih mengandung jejak sejarah pengaturan konsesi yang 

dianggap bersifat feodal (warisan pemerintah Hindia Belanda) dan tidak 

sejalan dengan semangat nasionalisme. Namun, pada masa Reformasi 

konsep konsesi perlahan berkembang bahkan sering menjadi kenyataan. 

Banyak istilah yang bisa disamakan dengan konsesi tetapi mempunyai ciri 

khas tersendiri.
198

 Baru pada tahun 2014 dalam tataran Undang-undang 

yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan di muat tentang pengertian konsesi di dalam Pasal 1 angka 

20 jo. Pasal 39 angka 4.
 199

 

Untuk menguraikan sejarah pengaturan konsesi pada awal era 

Reformasi, yaitu pengaturan industri pertambangan mineral dan batubara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mencabut 

                                                           
195 Ibid. 
196 Dedi Junaedi, ―Hubungan Antara Utang Luar Negeri Denganperekonomian dan 

Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan‖, Simposium Nasional Keuangan Negara 

(SNKN), 2018, hal 564-587. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id 
197 M. Chatib Basri and Hal Hill, ―Indonesian Growth Dynamics‖, Asian Economic Policy 

Review (2011) 6, 90–107, DOI: 10.1111/j.1748-3131.2011.01184.x 
198 Satu kesatuan konsep maupun karakteristik konsesi adalah sebagai instrumen 

administratif (izin) serta sebagai instrumen keperdataan (perjanjian) untuk mewujudkan 

kepentingan umum oleh Pemerintah 
199 Disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
200

 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 mengubah dan menghapus penggunaan ―perjanjian karya‖ 

atau ―kontrak karya‖ serta mengganti istilah ―kuasa pertambangan‖ dengan 

sistem perizinan yang biasa disebut dengan tiga jenis izin pertambangan, 

yaitu: Izin usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
201

 diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
202

, selanjutnya diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
203

, kemudian diubah lagi 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. 

                                                           
200 Undang-undang ini berlaku sepanjang masa Orde Lama sampai dengan Orde Baru, 

sesuai penjelasan di paragraph sebelumnya, dalam UU No. 11 Tahun 1967 menghapuskan 

penggunaan konsesi dan mengantinya dengan ―kuasa pertambangan‖ dan ―perjanjian 

karya‖ yang dikenal juga sebagai ―kontrak karya‖. 
201 Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 Undang-undang No.4/2009 dicantumkan: Ketika 

Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 

a.  ―Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaanpertambangan batubara yang 

telah ada sebelumberlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukansampai jangka waktu 

berakhirnya kontrak/perjanjian. 

b.  Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrakaryadan perjanjian karya 

pengusahaan pertambanganbatubara sebagaimana dimaksud pada huruf adisesuaikan 

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan kecuali 

mengenaipenerimaan negara. 

c.  Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimanadimaksud pada huruf b 

adalah upaya peningkatanpenerimaan negara.‖ 

dst… 
202 Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 

dicantumkan sebagai berikut:  

1.  Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara yang 

ditandatangani sebelumdiundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetapberlaku 

sampai jangka waktunya berakhir. 

2.  Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara 

sebagaimana dimaksud pada angka1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama 

dan/ataukedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpamelalui lelang dan 

kegiatan usahanya dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali 

mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 
203 Dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2012 mengatur dominasi Negara secara khusus 

Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara, hal ini 

dicantumkan dengan aturan 51% kepemilikan saham oleh BUMN sebagai pemegang IUP 

atau IUPK, serta lebih lanjut mengatur untuk perpanjangan kontrak karya hanya diberikan 

bentuk menjadi Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut: 

Pasal 7A 

(1)  Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUPdan IUPK nya kepada 

pihak lain. 
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Terdapat berbagai alasan filosofis penggantian konsep kontrak karya 

dengan era perizinan sebagaimana tertuang dalam peraturan pelaksana 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, antara lain Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, 

hingga Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan pendekatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-

I/2003 tanggal 21 Desember 2004, tentang ―penguasaan negara‖ yang 

terkandung dalam Pasal 33 angka (3) UUD 1945 yang menyatakan: 

―Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 

memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan 

(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 

(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan 

(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh 

pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan 

mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan 

konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 

dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan 

Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).‖
204

  

 

Dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan 

mendasar antara bentuk kontrol pemerintah yang menggunakan konsep 

                                                                                                                                     
(2)  Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi badan usaha yang 51% 

(lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki olehpemegang IUP atau IUPK. 

Pasal 7B 

(2)  Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi badan usaha 

yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN 

pemegang IUP atau IUPK. 

Pasal 112B 

(1)  Perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara menjadi IUPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 

diberikan oleh Menteri. 

(2)  Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemegang 

Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus 

mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 

dan paling lambatdalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir.‖ 

dst… 
204 Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat dalam Berita 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasatanggal 21 

Desember 2004, hlm 334. 
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konsesi sebagai sarana administratifnya, dan bentuk intervensi pemerintah 

yang menggunakan konsep kontrak karya (diambil dari konsep perdata). 

Termasuk pula dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 36/PUU-X/2012 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). 

Sesuai pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut rezim ‗kontrak‘ yang dalam UU Migas 

disebut Kontrak Kerja Sama (KKS) merupakan Kontrak Bagi Hasil atau 

bentuk kontrak lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 

menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat 

secara maksimal (vide Pasal 1 Ayat 19 UU Migas). Dalam KKS, BP 

Migas bertindak sebagai pihak dalam KKS atas nama pemerintah dengan 

badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengelola minyak dan gas 

bumi. Dalam status ini, hubungan antara BP Migas (negara) dengan badan 

usaha atau bentuk usaha tetap tersebut adalah hubungan perdata, yaitu 

menempatkan kedudukan negara sejajar dengan badan usaha atau bentuk 

usaha tetap yang mengelola minyak dan gas bumi. Dalam hal ini pada saat 

kontrak ditandatangani, negara terikat pada isi KKS. Akibatnya negara 

kehilangan diskresi membuat peraturan untuk kepentingan rakyat yang 

bertentangan dengan isi KKS sehingga menghilangkan kedaulatan 

penguasaan negara atas sumber daya alam, yaitu kedaulatan regulasi atas 

minyak dan gas bumi. Hal ini bertentangan dengan isi KKS, padahal 

negara sebagai wakil rakyat yang menguasai sumber daya alam harus 

mempunyai kebebasan dalam membuat peraturan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dan 

swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat berupa hubungan 

perdata, tetapi harus berupa hubungan masyarakat (bersifat publik), yaitu 

berupa pemberian konsesi atau izin yang sepenuhnya dikuasai dan 

disahkan oleh negara.
205

 Kontrak perdata akan melemahkan kekuasaan 

negara atas sumber daya alam.
206

 Ditinjau dari interpretasi penggantian 

                                                           
205 Ahmad Redi, op. cit, hlm 615. 
206 Untuk menambah sudut pandang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 jo. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, silahkan lihat dalam Richo Andi Wibowo, dkk., 

Kontrak Pemerintah (Konsep, Ragam, PErkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan), 

(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021) hlm 3-4.  
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sistem kontrak karya atau kontrak kerja sama dengan sistem perizinan 

pada masa Reformasi, meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan 

perundang-undangan, namun ini menandai kembalinya konsep konsesi. 

Merujuk pada masa reformasi empat periode presiden yang 

berbeda
207

, penulis menemukan bahwa pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 hingga 2014, penerapan konsesi 

berkembang dan jelas bersifat normatif dalam peraturan perundang-

undangan. Hal ini terlihat dari adanya dua instansi pengelola fasilitas 

umum, yaitu konsesi Kereta Api dan konsesi Pelabuhan. 

Meninjau sejarah pengaturan konsesi dalam pengelolaan 

perkeretaapian dari masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan 

(zaman Orde Lama hingga masa Orde Baru), dapat disimpulkan bahwa 

penerapan konsesi belum digunakan dalam pengelolaan perkeretaapian di 

Indonesia. Situasi seperti ini berlangsung sampai dengan dimulainya masa 

reformasi dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 

tentang Perkeretaapian, Pasal 1 (10) berbunyi: ―Badan penyelenggara 

adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan penyelenggaraan 

angkutan kereta api‖ jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 

tentang Perkeretaapian: 

Pasal 6 

1. Perkeretaapian diselenggarakan oleh Pemerintah dan 

pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggara yang 

dibentuk untuk itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Badan usaha lain selain badan penyelenggara sebagaimana 

dimaksud dalam angka (1), dapat diikutsertakan dalam 

kegiatan perkeretaapian atas dasar kerja sama dengan badan 

penyelenggara. 

3. Bentuk dan syarat-syarat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 

angka (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.‖ 

Dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang 

                                                           
207 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (dikenal sebagai Bapak BJ. Habibie) pada tahun 

1998-1999, Presiden Abdurahman wahid (dikenal dengan Gus Dur) pada tahun 1999–2001, 

Presiden Megawati pada tahun 2001–2004, sampai dengan Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono (dikenal dengan Bapak SBY) pada tahun 2004–2014  
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Prasarana dan Sarana Kereta Api yang mengatur tentang kerja sama sesuai 

Pasal 56 yang mensyaratkan bahwa badan usaha yang melakukan kerja 

sama harus berbadan hukum Indonesia, dan berupa kerja sama untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi serta melibatkan modal 

badan usaha untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini 

terus berlanjut pada masa pemerintahan SBY hingga diundangkannya 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 yang ditandatangani pada tanggal 

25 April 2007 dan secara tegas mencabut Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.
208

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2007 mengatur pengertian kerja sama antara badan penyelenggara sarana 

dengan badan penyelenggara prasarana sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 23 jo. Pasal 31 jo. Pasal 50 jo. Pasal 87, dalam peraturan pelaksana 

tentang kerja sama tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, dituangkan dalam 

bentuk perjanjian konsesi.
209

 

Pengaturan konsesi era kepemimpinan SBY juga ada di bidang 

pengelolaan pelabuhan. Penulis menemukan ketentuan pengelolaan 

pelabuhan pasca kemerdekaan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

1992 tentang Pelayaran yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 

tanggal 17 September 1992, dengan tegas menghapuskan beberapa 

ketentuan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda.
210

 Undang-

undang ini tidak ada pengaturan konsesi namun memberikan konsep kerja 

                                                           
208 Pasal 217Undang-undang Nomor 23 tahun 2007: ―Pada saat Undang-Undang ini mulai 

berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.‖ 
209 Pasal 6 (2) PP No. 33/2021 menyatakan ―Perjanjian penyelenggaraan Prasarana 

Perkeretaapian umum dapat berbentuk Perjanjian konsesi atau perjanjian kerja sama yang 

ketentuannya akan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan‖ 
210 Dalam Pasal 131 Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan 

pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 

1. Indische Scheepvaartswet, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700; 

2. Loodsdienst Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 62; 

3. Scheepmeetings Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 210; 

4. Binnenscheepen Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 289; 

5. Zeebrieven en Scheepspassen Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1935Nomor 492; 

6. Scheepen Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1935 Nomor 66; 

7. Bakengeld Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1935 Nomor 468; 

dinyatakan tidak berlaku. 
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sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 (1): ―Badan hukum Indonesia 

dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum 

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) atas dasar kerja sama dengan 

badan usaha milik negara yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan.‖ 

Hingga pada masa pemerintahan SBY diundangkan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ditandatangani pada 

tanggal 7 Mei 2008, memasukkan konsesi sebagai konsep perjanjian
211

, 

sebagaimana Pasal 92 berbunyi: ―Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan 

jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 angka (1) dilakukan berdasarkan 

konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang 

dituangkan dalam perjanjian.‖ 

Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008, yaitu Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, pengertian konsesi tertulis pada Pasal 1 

Ayat 24: ―Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan 

kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan 

dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dan kompensasi tertentu.‖
212

 Isi serupa juga tertulis dalam Pasal 1 

(25) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
213

 

Dengan menilik catatan sejarah pengaturan konsesi di Indonesia 

sejak masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, dapat dipahami 

                                                           
 
211 Dalam Pasal 82 (4) dan (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: 

―Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada angka 

(3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya 

kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang 

dituangkan dalam perjanjian. Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan 

sebagaimana dimaksud pada angka (4) merupakan pendapatan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.‖ 
212 Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri No. 51 /2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Konsesi menurut Peraturan Menteri ini dituangkan 

sebagai bentuk perjanjian. 
213 Peraturan Menteri No. 57/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

merupakan produk peraturan perundang-undangan di era Pemerintahan Joko Widodo 

(Jokowi) yang dikenal dengan Kabinet kerja. 
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bahwa konsep konsesi pada hakikatnya selalu melekat dalam hubungan 

kerja sama antara pemerintah dan subjek hukum perdata, baik kerja sama 

itu dituangkan dalam suatu perjanjian, kontrak, maupun hak yang 

diberikan melalui izin. Penyelenggaraan dan pengawasan konsesi di 

Indonesia seringkali mengalami pasang surut.
214

 Oleh karena itu, banyak 

sekali bentuk kerja sama antara pemerintah dan subjek hukum perdata 

yang kerja sama tersebut selalu disamakan dengan konsesi. Dengan 

demikian, dapat dipahami belakang pengaturan konsesi yang ada pada 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menekankan bahwa konsesi merupakan suatu bentuk 

tindakan pemerintah sepihak (bersegi satu) yang telah mendapat 

persetujuan terlebih dahulu.
215

 

  

                                                           
214 Sesuai dengan tujuan penulis dalam paragraph pembuka dari Bab ini penelusuran 

sejarah tentang konsesi adalah untuk menemukan landasan filosofis serta menemukan 

secara lebih menyeluruh tentang pengertian dan karakteristik dari konsesi, serta ratio legis 

pengaturan konsesi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
215 Silahkan lihat kembali ketika konsesi dimaknai sebagai produk yang bersifat feodalistik, 

―manifesto politik‖ tersebut bertentangan dengan rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia yang 

menyebabkan dihapusnya peristilahan dan penerapan ―konsesi‖ dalam peraturan 

perundang-undangan di masa Orde Lama hingga Orde Baru. Namun dengan perkembangan 

ekonomi, politik serta demokrasi di Indonesia, konsesi kembali dibadankan dalam 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada era Reformasi, karena nyatanya konsesi 

tidak dapat dilepaskan dari hakikat bentuk kerja sama antara Pemerintah dengan Subjek 

Hukum Perdata. Lebih dalam konsesi sebagai perbuatan Pemerintah yang memiliki unsur 

melebur antara ranah hukum publik dengan ranah hukum privat, juga dapat kita pahami 

dari falsafah ―penguasaan negara demi kepentingan umum‖ yang dituangkan dalam Pasal 

33 Undang-undang Dasar 1945 menjadi akar pemikiran pemilihan antara rezim kontrak 

Pemerintah (diadopsi dari hukum perdata) dengan rezim perizinan (sebagai perbuatan 

pemerintah bersegi satu).  
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